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DIENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA £SA
WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2)
Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan  Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan  Dacrah  tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah
Dacrah, scrta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah,
perlu membentuk  Peraturan Walikota  tentang  Penctapan
Rencana Strategis Perangkat Dacrah Tahun 2021-2026:

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana di maksud
pada hurufl a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar
tentang Rencana Strategis Perangkat Dacrah Kota Makassar
Tahun 2021-2026.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 1822)Pasal 18 ayal (6) Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kecuangan
Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor  4286), scbagaimana tclah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penclapan
Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor |
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas  Sistem  Kcuangan Untuk Penanganan  Pandemi
Corona Virus Discasc (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman vang Membahayakan Perckonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kcuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indonesia Nomor 4355) scbagaimana telah diubah terakhir
dengan  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas  Sistem  Kceuangan Untuk Penanganan  Pandemi
Corona Virus Disease (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka
Mcnghadapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kcuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64835);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang  Sistemn
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4725) scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipla
Kerja (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Necgara Republik
Indonesia Nomor 5049) scbagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Nomor 6573);

Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pcrundang undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 46

Peraturan  Pemcerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Pecrubahan Batas-Batas Dacrah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-Kabupaten  Gowa,  Maros, Pangkajene  dan
Kepulauan  Dalam  Lingkungan Dacrah Propinsi  Sulawesi
Sclatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan  Pemerintah Nomor 86  Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Mcnjadi Kota Makassar
Dalam Wilavah Provinsi Sulawesi Sclatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

.Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenlang

Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) schagaimana telah diubah
terakhir dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
lentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402);

Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyclenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594 1)

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) scbagaimana tclah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemcerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7T,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 lentang Inovasi

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 6123);

. Peraturan Pemcerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pclayanan  Minimal (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 17  Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang

Pengelolaan Kecuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

3




18.

1418

20.

2.

22.

23,

24,

238.

26,

27.

28.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan  lvaluasi  Penyclenggaraan Pemerintahan  Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor oL
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan  Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 lentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mcenteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pcrencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan  Dacrah, Tata Cara Ivaluasi Rancangan
Peraturan  Dacrah tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah, scrta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan  Jangka
Mcnengah  Dacrah, dan Rencana Kerja Perangkat Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan  dan  Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Pecraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
lentang Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tlentang Kegiatan  Pembangunan  Sarana  dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kclurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);
Peraturan  Menteri Dalam Negert Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Kcuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
4

7




24,

30.

B3

35,

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
lentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 lentang Laporan Kvaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan  Dacrah  (Berita Negara Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
lentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah  Dacrah (Berita  Negara  Republik
[Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tala Cara Evaluasi Rancangan Pecraturan Dacrah Tentang
Anggaran  Pcndapatan  Dan Belanja  Dacrah, Rancangan
Peraturan Dacrah Tentang Perubahan Anggaran Pcndapatan
Dan Belanja Dacrah, Rancangan Pcraturan Kepala Dacrah
tentang  Penjabaran  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja
Dacrah, Dan Rancangan Pcraturan Kepala Dacrah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pcndapatan Dan Belanja
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor
43 1):

Peraturan  Dacrah  Provinsi Sulawesi  Sclatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dacrah
Provinsi Sulawesi Sclatan (Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dacrah
Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor 249);

. Peraturan | Dacrah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 20182023 (Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah
Provinsi Sulawesi  Sclatan Nomor 301) scbagaimana tclah
diubah tcrakhir dengan Peraturan Dacrah Provinsi Sulawcsi
Sclatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Perubahan Atas
Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2019 lentang Rencana
Pembangunan  Jangka Mcnengah Dacrah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 2018 2023 (Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah
Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor 314);

Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006
lentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 2025 (Lembaran Dacrah
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) scbagaimana tclah
diubah terakhir dengan Peraturan Dacrah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2017 lentang  Perubahan Atas Peraturan
Dacrah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 lentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) Kota Makassar
Tahun 2005 2025 (Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun
2017 Nomor 3);




36. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 lentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun
2015 2034 (Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2015,
Nomor 4);

37. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Makassar
(Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

38. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 lentang
Rencana  Pembangunan  Ja ngka Mcenengah Dacrah  Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021
Nomor 5).

MIEMUTUSKAN :

Mcnetapkan ¢ PERATURAN  WALIKOTA MAKASSAR TENTANG  PENICTAPAN

RIENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Walikota ini vang di maksud denean -
] o

.
2.
3.

o

6.

9.

10.

Dacrah adalah Kota Makassar.
Walikota adalah Walikota Makassar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah yang sclanjutnya discbut
Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Makassar.
Urusan Pemerintahan  adalah kckuasaan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan  Presiden yang pclaksanaannya dilakukan olch Kementerian
Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Dacrah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menycjahtcrakan masyarakat,
Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD  dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yvang menjadi kewenangan dacrah.,
Perencanaan adalah proses untuk mencentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya vang ada
Perencanaan Pembangunan  Dacrah  adalah suatu  proses  penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan  yang  melibatkan berbagai unsur pecmangku
kepentingan di dalamnya, guna pemantaatan dan pengalokasian sumber daya
vang ada, dalam rangka meningkatkan kescjahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/dacrah dalam Jangka waktu tertentu.
Pembangunan Dacrah adalah usahg yang sistcmatis untuk memanfaatkan
sumber daya yang dimiliki dacrah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan  masyarakat, kesecmpatan  kerja, lampangan  berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing dacrah
sesual dengan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangannya.
Reneana Pembangunan Jangka Mcnengah Dacrah yang sclanjutnya disingkat
RPJMD adalah rencana pembangunan dacrah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Dacrah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun
2021 sampai dengan tahun 2026,
Rencana  Strategis Perangkat Dacrah yang sclanjutnya discbut Renstra
Perangkat Dacrah adalah [ dokumen perencanaan Perangkalt Dacrah untuk
periode rencana 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampal dengan tahun 2026,
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah vang sclanjutnya disingkat RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Dacrah vang sclanjutnya discbut Renja Perangkat
Dacrah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Dacrah yang
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Dacrah untuk periode 1 (satu)
tahun,
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[su  Strategis adalah  kondisi atau hal vyang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Dacrah karcna dampaknya
vang signifikan bagi Dacrah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan
penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah dimasa yang akan datang,

Strategi  adalah  langkah berisikan  program program  scbagai prioritas
pecmbangunan Dacrah/Pcrangkat Dacrah untuk mencapai sasaran.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil olch Pemerintah Dacrah untuk
mencapat tujuar.

Program adalah pcnjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lcbih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang discdiakan untuk
mencapai hasil yang terukur scsuai dengan misi,

Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan olch satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Dacrah scbagai bagian dari pencapaian sasaran
sccara terukur pada suatu program dan terdiri dari sckumpulan tindakan
pengerahan  sumberdaya, baik berupa  personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya, scbagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang atau jasa.

Kinerja adalah  capaian| kcluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program /
sasaran schubungan dengan penggunaan sumbcer daya pembangunan
Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi scbagai alat ukur pencapaian
keluaran, hasil, dan dampak.

BAB 1]
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini scbagai pedoman untuk menvusun Renja

Perangkat Dacrah dan digunakan scbagai bahan penyusunan rancangan

RKPD Kota Makassar,

Peraturan Walikota ini bertujuan :

a. untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan,
lokasi kegiatan, kclompok sasaran scrla prakiraan maju yvang disusun
rancangan awal renja perangkat dacrah;

b. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan
akuntabel;

¢. untuk menciptakan mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pclaksanaan pembangunan yang cfektif dan efisien.

BAB 111
DOKUMEN RIENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERALH

Pasal 3
Renstra Perangkat Dacrah terdiri atas .

a. Dinas Pendidikan;

b.  Dinas Keschatan;

(i Dinas Pckerjaan Umum;

d.  Dinas Pemadam Kebakaran;

. Dinas Perpustakaan;

i Dinas Kearsipan;

g.  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
h.  Dinas Kcbudayaan;

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
i Dinas Ketahanan Pangan;

k. Dinas Pariwisata;

L. Dinas Sosial;




(2)

(2)

m. Dinas Kopcrasi, Usaha Kecil dan Menengah;

n.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
0. Dinas Pcnataan Ruang,

p. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

q. Dinas Perhubungan;

E Dinas Komunikasi dan Informatika;

s.  Dinas Pecmuda dan Olahraga;

ks Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

u.  Dinas Ketenagakerjaan;

WV Dinas Pcrikanan dan Pertanian;

w. Dinas Pcerdagangan,;

x.  Dinas Lingkungan Hidup;

y. Dinas Pcrtanahan;

z.  Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Dacrah;

aa. Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah;
bb. Badan Penclitian dan Pengembangan Dacrah;
cc. Badan Pendapatan Dacrah;

dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dacrah;
ce. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

[f.  Badan Pcnanggulangan Bencana Dacrah;
gg. Satuan Polisi Pamong Praja;

hh. Inspcktorat Dacrah;

ii.  Sckretariat DPRD;

JJ- Sckretariat Dacrah;

kk. Kecamatan Makassar;

1. Kecamatan Tamalate;

mm. Kecamatan Manggala;

nn. Kecamatan Rappocini;

00. Kccamatan Mariso;

pp. Kecamatan Biringkanaya;

qq. Kecamatan Ujung Tanah;

rr.  Kecamatan Ujung Pandang;

ss.  Kccamatan Wajo,

tt.  Kecamatan Tallo;

uu. Kecamatan Bontoala;

vv. Kccamatan Tamalanrca;

ww. Kccamatan Panakkukang;

xx. Keccamatan Mamajang; dan

yy. Kccamatan Kepulauan Sangkarrang,

Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Dacrah terdiri atas :

BAI3 | PENDAHNULUAN;

BAI 11 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DALERALL

IBAL 11 PIERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAEKRAH;
BAB 1V TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V STRATIEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAI3 VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEENDANAAN;
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB VIII  PENUTUP.

[si beserta uraian Renstra Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.




BAB IV
PELAPORAN DOKUMIEN RIENCANA STRATIEGIS PERANGKAT DAKRALI

Pasal 4

(1) Kepala Pcerangkat Dacrah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan
tahunan atas pclaksanaan Renstra Perangkat Dacrah yang berisi uraian
lentang keluaran kegiatan, realisasi an sgaran dan indikator kinerja masing-
masing program, kegiatan dan sub kegiatan.,

(2) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota
melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (cmpat belas) hari kerja sciclah
berakhirnya triwulan vang berkenaan.,

BAB YV
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DARERAII

Pasal 5

Perubahan Renstra Perangkat Dacrah dapat dilakukan apabila :

1. lerdapat perubahan atas Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mcenengah Dacrah Tahun 202 2026;

b. hasil pengendalian dan cevaluasi menunjukkan bahwa proscs perumusan, tidak
sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana  pembangunan
dacrah scbagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

¢. hasil  pengendalian dan  evaluasi menunjukkan  bahwa  substansi yang
dirumuskan, tidak scsuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana
alam, goncangan politik, krisis ckonomi, konflik sosial budaya, gangguan
kecamanan, pemckaran Dacrah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau:

¢. merugikan kepentingan nasional, vaitu apabila bertentangan dengan kebijakan
nasional.

by

BARB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan.

Agar scliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Makassar.,

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal ' 0

WALIKOTA MAKASSAR,
W//{éfé
MOII. RAMDIIAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal o~ ~™ o

SEKRETARISYAERAIT KOTA MAKASSAR,
—
M. ANSAR

BIERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR .-
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BAB
| PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, merupakan tindak lanjut
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi
tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebgai instrument untuk
menyusun dan mengukur kinerja dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana  Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak
terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD). Rencana strategis berorientasi pada hasil yang akan dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPKAD
Kota Makassar yang disusun sesuai tugas, wewenang & fungsi BPKAD Kota
Makassar serta berpedoman kepada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-
2026 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis
untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Walikota Makassar
periode 2021 - 2026.

Sebagai tindak lanjut dari penjelasan diatas, maka Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menyusun dokumen
Renstra Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota
Makassar. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun
2021-2026 yang mempunyai visi Percepatan Mewujudkan Makassar Kota
Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat

untuk Semua.
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Untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun Misi yang merupakan
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi
merupakan penggambaran Visi yang ingin dicapai dan disusun untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk
mencapai Visi tersebut. Rumusan Misi RPJMD Kota Makassar 2021-2026
adalah :

1.Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi
birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik
kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju
masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota
yang kuat untuk semua.

3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia
yang “sombere’ dan smart city” untuk semua.

Fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan
berfungsi sebagai dokumen rujukan yang menggambarkan kondisi
pengelolaan keuangan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026. Renstra BPKAD
juga berfungsi sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan rencana kerja
(renja) BPKAD setiap tahun, yang dengan demikian diharapkan sasaran dan
tujuan pembangunan di dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026
dapat dicapai secara bertahap setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra BPKAD diawali dengan Pembentukan Tim
Penyusun Renstra BPKAD, selanjutnya dilakukan orientasi mengenai
Renstra BPKAD yang mencakup peraturan perundang-undangan, panduan
atau pedoman teknis penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran.
Dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra BPKAD adalah
RPJMD Kota Makassar Tahun 2021 -2026 yang menunjukkan program dan
target indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPKAD selama lima tahun,
baik untuk mendukung visi dan misi Walikota Makassar maupun untuk
memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi
BPKAD.

RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 merupakan dokumen
rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra BPKAD Kota Makassar
yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai
oleh BPKAD Kota Makassar selama lima tahun, baik untuk mendukung visi
dan misi Walikota Makassar maupun untuk memperbaiki kinerja layanan

dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi BPKAD Kota Makassar. Secara
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garis besar proses penyusunan Renstra BPKAD Kota Makassar sebagai
berikut:
a. Persiapan penyusunan Renstra.
Persiapan yang dilalukukan antara lain pembentukan tim penyusun
Renstra BPKAD Kota makassar, selanjutnya penyusunan agenda kerja
tim penyusun serta penyiapan data dan informasi.
b. Penyusunan rancangan Renstra
Perumusan rancangan Renstra BPKAD Kota Makassar mencakup:
pengolahan data dan informasi yang bertujuan untuk memenuhi tabel
yang disajikan dalam Rancangan Renstra. Perumusan struktur kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu tujuan, sasaran,
strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan
indikatif selama 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu
pada sasaran dan program RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.
c. Penyusunan rancangan akhir Renstra
Dalam proses ini dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan
Renstra. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk
mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan
tugas dan fungsi BPKAD yang ditetapkan dalam RPJMD Kota
Makassar Tahun 2021-2026.
d. Penetapan Renstra BPKAD Kota Makassar
Rancangan akhir Renstra BPKAD diverifikasi akhir oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar untuk
menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan BPKAD dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan
akhir Renstra PD lainnya. Setelah melalui proses verifikasi dan
dilakukan penyempurnaan kembali, Renstra PD akan ditetapkan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar.
Proses penetapan Renstra PDdilakukan oleh BAPPEDA dengan
menyampaikan rancangan akhir Renstra PD kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.
Renstra PD yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman Kepala
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya,
dalam kaitan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, keberadaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
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Daerah (BPKAD) akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kota Makassar

Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No.4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
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11.

12.

13.

14.

15.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2005 Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005 -
2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 13).
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Makassar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2017 Nomor 3);
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30.

31.

32.
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Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar

(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Makassar Tahun 2016 Nomor 108);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini diantaranya untuk
menunjang terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota
Makassar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan
yaitu RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026, selain itu penyusunan
Renstra BPKAD sebagai alat ukur kinerja dalam melakukan evaluasi
kinerja tahunan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan sesuai

tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026 :
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a) Memberikan arah yang jelas dalam menjabarkan Visi dan Misi
Walikota dan Wakil Walikota Makasar kedalam tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegaiatan
pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai
tugas dan fungsi BPKAD dalam melakukan analisis pengelolaan
keuangan Daerah.

b) Menetapkan prioritas program dan kegiatan beserta kerangka
pendanaannya dan indikator kinerja yang strategis selama lima
tahun, dalam dokumen resmi yang menjadi rujukan setiap tahun
dalam penyusunan rencana kerja BPKAD.

c) Mempermudah dalam pengukuran kinerja dan mengevaluasi
kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

d) Untuk memberikan acuan dan pedoman bagi BPKAD Kota
Makassar selama 5 (lima) tahun periode perencanaan, terutama
menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang
ada pada lingkungan BPKAD Kota Makassar untuk secara
konsekuen dan konsisten menyelenggarakan program dan
kegiatan serta sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

e) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kota
Makassar kurun waktu 2021-2026.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPKAD Kota Makassar tahun
2021-2026, berdasarkan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tersebut di atas dibagi setiap bab sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, bagian ini mengemukakan secara ringkas
pengertian tentang Renstra BPKAD, fungsi Renstra BPKAD
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra BPKAD, keterkaitan Renstra BPKAD
dengan RPJMD Kota Makassar.

1.2 Landasan Hukum, bagian ini memuat penjelasan tentang
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,
dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
tugas, fungsi, kewenangan perangkat daerah, dan pedoman
yang dijakan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan tentang
maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat
Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok
bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.
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Bab II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

Memuat informasi tentang peran Perangkat Daerah dalam
Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara
ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra
periode tahun sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode tahun sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu
diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD, pada bab
ini menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BPKAD,
struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon di bawah Kepala BPKAD.

2.2 Sumber Daya BPKAD, bagian ini menjelaskan secara
ringkas mengenai macam sumber daya yang dimiliki BPKAD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber
daya manusi, dan aset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD, bagian ini menunjukan tingkat
capaian kinerja BPKAD berdasarkan sasaran/target Renstra
BPKAD periode sebelumnya dan/atau indikator kinerja
pelayanan BPKAD yang telah ditetapkan dalam RPJMD,
serta indikator lainnya seperti SDG’s.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BPKAD, bagian ini mengemukakan hasil analisa terhadap
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
BPKAD pada lima tahun yang mendatang. Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan pelayanan, dan arah lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan, pada bab ini dikemukakan permasalahan
pelayanan BPKAD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih, pada sub bab ini mengemukakan
mengenai tugas dan fungsi BPKAD terkait visi, misi, serta
program Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta faktor
penghambat dan pendorong pelayanan BPKAD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra, pada sub bab ini
dikemukakan mengenai apa saja sasaran atau tujuan yang
akan dicapai oleh instansi K/L sebagai lembaga vertikal yang
berhubungan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
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Bab V

Bab VI

Bab VII
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Lingkungan Hidup Strategis, pada sub bab ini
dikemukakan mengenai apa saja faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan BPKAD ditinjau dari implikasi
RTRW dan KLHS (jika ada)

Penentuan Isu-isu Strategis, sub bab ini mereview kembali
faktor dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan BPKAD serta dampak yang
signifikan bagi SKPD di masa datang.

TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menegah BPKAD yang tertuang dalam
RPJMD, tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah
permasalahan, dan menangani isu strategis Perangkat
Daerah yang dihadapi. Dan sasaran diarahkan tercapaianya
tujuan dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan BPKAD dalam lima tahun mendatang dalam
bentuk pelaksanaan perencanaan yang berfungsi sebagai
arahan dan panduan agar lebih optimal dalam menentukan
dan mencapai tujuan serta sasaran pembangunan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif pada BPKAD untuk periode tahun 2021-2023.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPKAD yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

Berisi pernyataan penjabaran Renstra BPKAD kedalam Renja
BPKAD, selanjutnya pernyataan Kepala BPKAD sebagai
penanggungjawab pelaksanaan Renstra BPKAD, serta
bersama Kepala Perangkat Daerah dan keterlibatan
stakeholder pembangunan pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah.
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B AN GAMBARAN PELAYANAN
) ) | PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dalam mewujudkan prinsip desain organisasi,
didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang
kendali, tata kerja jelas dan fleksibilitas. Menindaklanjuti regulasi tersebut
Pemerintah Kota Makassar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BPKAD Kota
Makassar masuk dalam kategori Badan Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang (technostructure) serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan
mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating
core). Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah

yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penunjang
Pemerintahan bidang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
Dalam melaksanakan fungsi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Makassar mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan bidang keuangan;

b. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaran fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan bidang keuangan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis penyelenggaran fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bidang keuangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang keuangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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Stuktur Oragnisasi

Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Makassar terdiri dari; 1 (satu) Kepala Badan, 1
(satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan
12 (dua belas) Kepala Sub Bidang. Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kota Makassar, disajikan pada Bagan I, sebagai berikut:

Bagan I

Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN
| 1 SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN

FIINGSTONAT. [ I 1

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
FERENCANAAN DAN KEUANGAN
PELAPORAN

UMUM DAN
KEPEGAW AIAN

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
ANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI ASET
I |
SUEBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
— PERENCANAAN — PENGELOLAAN PEMBUKUAN MUTASI DAR
DAN PENYUSUNAN KAS DAERAH INVENTARISASI ASET
ANGGARAN
SUEBIDANG SUBBIDANG SUBBIDAKNG SUBBIDANG
PENGENDALIAN [ PERBENDAHARAAN PELAPORAN - PENGADAAN DAN
ANGGARAN PEMANFAATAN ASET"

SUBBIDANG
—_ PENGELOLAAN
GAJ1

7
Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
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c. Bidang Anggaran
1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran,;
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
d. Bidang Perbendaharaan
1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
2. Sub Bidang Perbendahaaran;
3. Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
e. Bidang Akuntansi
1. Sub Bidang Pembukuan;
2. Sub Bidang Pelaporan;
f. Bidang Aset
1. Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset;

2. Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset
g. Kelompok Jabatan fungsional
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi satu
sekretariat dan empat bidang di dalam struktur organisasinya. Penjabaran
mengenai tugas dan fungsi setiap komponen kepemimpinan yang ada di
BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan
badan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, sekretariat mempunyai
fungsi:

a. Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan,

keuangan, umum dan kepegawaian;

b. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan,

umum dan kepegawaian;

c. Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan,

umum dan kepegawaian;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas

dan fungsinya.
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2. Bidang Anggaran
Bidang anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, administrasi
anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan
pemerintah Kota. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, bidang
anggaran mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang anggaran;
b. Pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
dibidang anggaran;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait tugas dan

fungsi.

3. Bidang Perbendaharaan
Bidang perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
pengelolaan perbendaharaan umum daerah. Untuk menyelenggarakan
tugas diatas, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan kegiatan operasional di Bidang Perbendaharaan;
b. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Perbendaharaan;
c. Pengoordinasian kegiatan di Bidang Perbendaharaan;
d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang
Perbendaharaan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas

dan fungsinya.

4. Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan
dan melaksanakan akuntansi keuangan daerah dalam rangka
penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang akuntansi

mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang akuntansi;
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b. Pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi;

c. Pengoordinasian kegiatan di bidang akuntansi,

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
akuntansi;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas

dan fungsinya.

5. Bidang Aset
Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan
mengoordinasikan  pengelolaan barang milik daerah. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Aset mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang aset;

b. Pelaksanaan kegiatan di bidang aset;

c. Pengoordinasian kegiatan di bidang aset;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang aset;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas
dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya. Saat ini jabatan fungsional pada BPKAD
Kota Makassar baru satu jabatan karena ditentukan
berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

Melihat struktur organisasi diatas, BPKAD Kota Makassar selalu
berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga
keuangan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan

barang milik daerah.
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalakan tugas dan fungsinya baik secara administrasi
maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Makassar perlu adanya dukungan sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Kondisi Umum Pegawai

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan
kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Data pegawai pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar berjumlah orang posisi
tanggal 20 Mei 2021, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No. Jabatan Pangkat Golongan Jumlah
1. | Kepala Badan - - -

2. | Sekertaris Pembina TK. I IV/b 1 Orang

3. | Kepala Bidang Pembina IV/a 2 Orang

4. | Kepala Sub Bidang | Penata Tk.I 11/d 7 Orang

Penata II/c 2 Orang

Kepala Sub Bagian | Pembina IV/a 1 Orang

Penata Tk.I 11/d 1 Orang

Penata [l/c 1 Orang

S. | Fungsional Pembina TK. I IV/b 1 Orang

6. | Pelaksana Pembina TK. I IV/b 2 Orang

Penata Tk.I 11/d 1 Orang

Penata [l/c S Orang

Penata Muda Tk.I II/b 8 Orang

Penata Muda II/a 13 Orang

Pengatur Tk.I I1/d 2 Orang

Pengatur II/c 2 Orang

Pengatur Muda II/a 1 Orang

Juru I/c 1 Orang

Jumlah 51 Orang

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun Oktober 2021

Berdasarkan tabel 2.1 terlihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya BPKAD Kota Makassar didukung sebanyak 51 (lima puluh satu)
orang, yang terdiri dari jabatan struktural dan fungsional sebanyak 16
(enam belas) orang, sementara tenaga pelaksana sebanyak 32 (tiga puluh
dua) orang. Jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan

volume dan intensitas pekerjaan yang dilakukan.
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Tabel 2.2
Berdasarkan Golongan Perjenis Kelamin
No. Golongan Laki-Laki Perempuan Total Orang
1. Golongan I 1 - 1
2. Golongan 1II 3 2 5
3. Golongan III 20 19 39
4. Golongan IV 4 2 6
Jumlah 28 23 51

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Oktober, Tahun 2021

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai BPKAD Kota Makassar Berdasarkan Tingkat Jenjang
Pendidikan Tahun 2021

No. Pendidikan Laki-Laki Perempuan Total Orang

1. | SD. SLTP 2 - 2

2. | SLTA - 1 1

3. | Sarjana Muda/D III 1 2 3

4. | Sarjana (S1) 16 15 31

5. | Magister (S2) 9 S 14

6. | Doktor (S3) - - -
Jumlah 28 23 51

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Oktober, Tahun 2021

Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar berjumlah 51
(Lima Puluh Satu Orang) dengan latar belakang pendidikan yang cukup
beragam namun sebagian besar adalah Sarjana Ekonomi, Manajemen,
dan Akuntansi. ASN yang bertugas pada BPKAD didominasi lulusan
Sarjana (S1) dan Magister (S2) Sistem Kerja di BPKAD menuntut
pekerjaan dilakukan dengan cepat dan dengan ketepatan yang tinggi,
karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah memiliki tugas dan

fungsi yang cukup penting sehingga dokumen-dokumen perencanaan dan
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hasil rencana serta dokumen penunjang lainnya harus dibuat dengan se-
detail mungkin guna menghasilkan kebijakan yang tepat dalam hal
pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan barang milk daerah.

Selain Aparatur Sipil Negara, tugas-tugas keseharian di BPKAD juga
dibantu oleh beberapa orang tenaga kontrak (PTT) berjumlah 49 (empat
puluh sembilan) orang yang bertugas sesuai bidangnya, mereka
ditempatkan wuntuk membantu kegiatan administrasi perkantoran,
pranata komputer, resepsionis, sopir dan cleaning service. Tingginya
beban pekerjaan, cepatnya ritme kerja dan kompleksnya permasalahan
yang terjadi di BPKAD memerlukan bantuan tenaga administratif untuk
mendukung sistem kerja agar tugas pokok dan fungsi BPKAD dapat
dilaksanakan dengan baik serta menghasilkan output pekerjaan yang

tepat waktu dan berkualitas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai instansi pemerintah
Kota Makassar menempati gedung kantor di Balaikota. Gedung kantor
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset terletak di Jalan Jenderal Ahmad
Yani 2 Makassar yang ditempati oleh Kepala Badan selaku Bendahara
Umum Daerah, Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Perbendahaaran,
Bidang Akuntansi, Bidang Aset, serta terdapat satu sub bidang yang
berkantor pada Bank Sulselbar Cabang Utama yakni Kasubid.

Pengelolaan Kas Daerah.
2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD Kota Makassar setiap
tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar yang dijabarkan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran (DPA) di masing-masing perangkat daerah.
Anggaran belanja yang dievaluasi dalam penjelasan Renstra BPKAD
Tahun 2021-2026 adalah anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016-2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, atau sebelum Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diberlakukan secara efektif pada tahun
2021 dan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor

77 Tahun 2020, maka BPKAD selain sebagai satuan kerja perangkat
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daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
(SKPKD) sehingga anggaran yang dikeloah oleh BPKAD selaku SKPD dan
PPKD, komposisi anggaran PPKD dialokasikan untuk Belanja Tidak
Langsung Non Pegawai yang terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak
terduga. Sedangkan Belanja BPKAD selaku SKPD terdiri dari Belanja
Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai dan belanja langsung yang terdiri

dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Perkembangan anggaran Belanja BPKAD Kota Makassar dari Tahun
2016-2020 kecenderungannya meningkat dimana rata-rata pertumbungan

anggaran belanja BPKAD sebesar 40% setiap tahunnya.

Gambar 2.1
Perkembangan Belanja BPKAD Kota Makassar Tahun 2016-2020

PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANIJA
BPKAD KOTA MAKASSAR

(DALAM MILYAR RUPIAH)

W Anggaran M Realisasi

390.64
295.05

163.87
137.27
136.95

121.61
202.55
175.49
141.7

89.89

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021.

Dari gambar 2.1 terkait perkembangan anggaran belanja pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar mengalami
fluktuasi yang beragam dimulai tahun anggaran 2016-2019, namun
tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan hal ini
disebabkan hasil dari refocussing dan realokasi anggaran untuk
penanganan pandemic COVID-19 dimana belanja tidak terduga untuk
membiayai pengeluaran untuk kesehatan, jaring pengaman sosial,
bantuan sosial masyarakat dan hibah uang untuk sektor pariwisata

dipusatkan di BPKAD. Akan tetapi selama lima tahun terakhir realisasi
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Bcucsy o

belanja tidak pernah mencapai 100 persen. Untuk mengukur pencapaian
kinerja Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Makassar didasarkan pada pengukuran kinerja sasaran dan bukan
kepada kinerja hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
keuangan. Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
didasarkan pada keberhasilan memenuhi target indikator kinerja yang
telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar dengan Walikota

Makassar.

BPKAD Kota Makassar mengelola pendapatan yang berasal dari
Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari : Hasil retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang

sah.
TABEL 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH BPKAD
TAHUN 2016-2020
140,000,000,000
120,000,000,000
100,000,000,000
80,000,000,000 SR &

60,000,000,000
40,000,000,000

20,000,000,000

2016 2017 2018 2019 2020

==o==Target (Rp) o==Realisasi (Rp.)

Jika dilihat dari kinerja pendapatan pada BPKAD secara keseluruhan
dalam kurun waktu 2016-2018 kecenderungan realisasi penerimaan
realisasi melampaui target yang ditetapkan. Akan tetapi pada Tahun 2019
target yang ditetapkan tidak tercapai dikarenakan setoran BUMD dari
Deviden yang tidak dapat direalisasikan dari target. Sedangkan pada 2020

dengan adanya Pandemic Covid-19 realisasi penerimaan cukup berdampak
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karena sektor ekonomi yang hampir lumpuh, sehingga mempengaruhi
penerimaan negara dan daerah. Namun demikian BPKAD senantiasa
berupaya untuk mencapai target yang ditetapkan, dengan tetap
memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta sesuai dengan

tugas dan fungsi BPKAD.

Begitu juga dengan perkembangan realisasi belanja daerah BPKAD
Tahun 2016-2020 menggambarkan realisasi dari tahun ke tahun yang
cukup baik diatas 80%, hal ini menandakan proses perencanaan semakin
baik dan silpa yang cukup kecil. Anggaran belanja langsung dalam kurun
waktu tahun 2016-2017 memiliki tren positif namun pada Tahun 2020
terlihat realisasi anggaran belanja langsung mengalami penurunan yang
sangat besar dibanding anggaran yang telah disiapkan. Namun hal ini
dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan kebijakan pada penyusunan
anggaran, yaitu mulai tahun 2020 tidak diperkenankan adanya
honorarium pada setiap kegiatan di seluruh perangkat daerah, karena
diterapkannya Tunjangan Tambahan Penghasilan yang dialokasikan pada
belanja tidak langsung. Selain itu kebijakan penyusunan anggaran
menggunakan pendekatan money follow program sehingga hal ini
mempengaruhi besaran anggaran belanja langsung BPKAD. Adapun
realisasi yang kurang dikarenakan prinsip efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran, dimana target target yang telah ditetapkan hampir
100% tercapai, sehingga realisasi yang rendah mengedepankan prinsip
efisiensi dan efektifitas, namun tetap menjadi catatan kedepan sebagai

bahan perencanaan yang lebih baik.

TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG BPKAD
TAHUN 2016-2020

TAHUN ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | REALISASI (%)
2016 36.563.508.000 30.896.737.383 84,50
2017 34.544.158.000 31.886.830.031 92,31
2018 35.187.000.000 22.715.443.275 64,56
2019 39.055.316.000 27.582.810.515 70,62
2020 21.099.039.575 17.176.565.039 81,41

Jika dilihat dari tabel diatas kinerja realisasi keuangan BPKAD dari
rentang Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif dalam realisasi anggaran.
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai

dengan perencanaannya sehingga anggaran yang tidak terserap lebih
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kepada efisiensi. Pada tahun 2018-2019 realisasi anggaran berada
dibawah 80%. Namun rendahnya serapan anggaran tersebut tidak berati
buruk karena pencapaian IKU BPKAD dan capaian target tetap tercapai

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi
pemerintah Kota Makassar menempati gedung kantor di Balaikota yang
bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Makassar, gedung ini
merupakan kawasan pusat Pemerintah Kota Makassar dimana ada
beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkantor pada
gedung tersebut dan BPKAD Kota Makassar merupakan salah satu SKPD
tersebut. Gedung kantor yang ditempati berada pada lantai dua terdiri
atas beberapa ruangan sesuai jumlah dalam struktur organisasi BPKAD
Kota Makassar.

Terdapat beberapa ruangan berupa mezzanine yang digunakan
sebagai ruangan tambahan letaknya berada di antara lantai dan plafon
yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berkas dan dokumen.
Setiap ruangan di BPKAD cukup representatif dan dilengkapi dengan air
conditioner dan peralatan komputer yang menggunakan jaringan wireless
fidelity sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi BPKAD. Sarana kerja yang terdapat pada BPKAD kota Makassar
dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 2.7
SARANA KERJA BPKAD
PER 31 DESEMBER 2020

NO URAIAN JUMLAH SATUAN
1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 Lokasi
2 Bangunan Gedun .

Termginal / Pelabuhgn /Bandara Permanen 8 Lokasi
3 Gedung Pos Jaga Permanen 1 Lokasi
4 Mobil 35 Unit
5 Motor 87 Unit
6 Mesin Ketik Manual 3 Unit
7 Mesin Ketik Listrik 10 Unit
8 Gerobak dorong 2 Buah
9 Rak - rak Penyimpan 1 Buah
10 Mesin Fotocopy 8 Unit
11 Lemari Besi 66 Buah
12 | Lemari kayu 70 Buah
13 Rak kayu 18 Buah
14 Filling Kabinet S Buah
15 Brankas 6 Buah
16 Lemari kaca 2 Buah
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NO URAIAN JUMLAH SATUAN
17 Lemari Makan 1 Buah
18 Penghancur Kertas 2 Unit
19 Lcd Projektor 9 Unit
20 Ipad Pro 1 Unit
21 APC 2 Unit
22 Risograph 1 Unit
23 Pesawat Telepon 2 Unit
24 Handy Talky 13 Buah
25 Mesin Faximile 1 Buah
26 Meja Kerja kayu 7 Buah
27 Meja rapat 11 Buah
28 Meja 1/2 biro 17 Buah
29 Kursi Rapat 73 Buah
30 Meja komputer 35 Buah
31 Sofa 3 Buah
32 Pengisap Debu 1 Unit
33 Lemari Es 8 Unit
34 AC unit 32 Unit
35 | Televisi 16 Unit
36 Sound System 1 Unit
37 Camera 27 Unit
38 | Tangga 4 Buah
39 Dispenser 9 Unit
40 Handy cam 2 Unit
41 Alat Pemadam Kebakaran 11 Buah
42 Meja Pejabat 12 Buah
43 Meja Kerja Non Struktural 27 Buah
44 Kursi Kerja 117 Buah
45 Lemari Buku Perpustakaan 14 Buah
46 Lemari Buku untuk Arsip Dinamis 1 Buah
47 Buffet Kayu S Buah
48 Alat Pemanas 1 Unit
49 | UPS 70 Unit
S0 Layar Film Proyektor 1 Unit
51 Scanner 21 Unit
52 Multi Meter 2 Unit
53 GPS 1 Unit
54 Mainfram 6 Unit
S5 Mini Komputer Apple 12 Unit
56 Lokal Area Network 3 Paket
S7 PC Unit 152 Unit
58 Lap Top 14 Unit
59 Note Book 98 Unit
60 Hardisk 21 Unit
61 Monitor 22 Unit
62 Printer 156 Unit
63 Server 4 Paket
64 Router 2 Buah
65 Peralatan jaringan TP-Link 13 Unit
66 | CPU 4 Unit
67 Rak Besi 1 Unit
68 Kursi Putar 2 Buah
69 Bak sampah 13 Buah
70 Exhause Fan 3 Buah
71 Alat Komunikasi Nikon 1 Buah
72 Computer Compatible 4 Unit
73 White Board 4 Buah
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NO URAIAN JUMLAH SATUAN
74 Jam 1 Buah
74 Teko Listrik 1 Buah
76 | Lambang Garuda 1 Buah
77 Gambar Presiden/ Wakil 1 Buah
78 Alat Rumah Tangga Lainnya 164 Buah
79 Meja Kerja 2 Buah
80 Aset Tak Berwujud (Sistem Informasi) 6 Aplikasi

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran
strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai faktor
yang turut menentukan kualitas penyelenggraan pemerintah daerah.
BPKAD menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator
kinerja disetiap perangkat daerah dapat mempedomani Peraturan Menteri
Dalam Negeri yang mengatur Indikator Kinerja Pelayanan Pemerintah,
Indikator SDG’s, Standar Pelayanan Minimal, ataupun indikator yang

telah diratifikasi oleh pemerintah maupun muatan lokal.

Indikator kinerja pelayanan BPKAD dalam kurun waktu tahun 2016-
2020 mengalami beberapa kali perubahan hal ini disebabkan karena
danya perubahan RPJMD pada Tahun 2017, serta berakhirnya RPJMD
Kota Makassra Tahun 2014-2019 sehingga pada Tahun 2020 berpedoman
terhadapan RPJPD Kota Makassar dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD dari Tahun 2016-2020

menunjukkan angka pencapaian kinerja rata-rata 100%.

1. Tersusunnya APBD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku Ketepatan waktu penetapan APBD.

2. Akurasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan.

4. Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajaranya oleh
BPK.

5. Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan
administrasi perkantoran.

6. Cakupan Peningkatan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan
dalam peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase
ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat

Daerah.
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7. Persentase Cakupan Peningkatan Persentase Cakupankapasitas
organisasi pengelolaan keuangan dalam peningkatan disiplin
aparatur.

8. Capaian Peningkatan kapasitas organisasi pengelolaan keuangan
dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

9. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pemerintah

Daerah yang sesuai aturan.
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TABEL 2.8
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2020
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tersusunnya APBD yang tepat waktu
dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

100%

90%

90%

100%

100%

100%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

106.00%

100%

100%

100%

Akurasi penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D)

100%

90%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersusunnya Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang beropini WTP

WTP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Barang Milik Daerah yang
diyakini kewajarannya oleh BPK

98%

95%

97%

98%

100%

95%

95%

97%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

105%

Indeks Kepuasan Pelayanan
Administrasi Perkantoran

80%

80%

80%

100%

100%

80%

80%

80%

2%

100%

100%

100%

100%

72%

100%

Cakupan Peningkatan kapasitas
organisasi pengelolaan keuangan
dalam peningkatan sarana dan
prasarana aparatur

80%

80%

80%

87%

100%

73.76%

77.33
%

74%

72%

100%

92.20%

88.88%

93%

83%

100%

Persentase Cakupan Peningkatan
Persentase Cakupankapasitas
organisasi pengelolaan keuangan
dalam peningkatan disiplin aparatur

80%

100%

80%

100%

100%

80%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Peningkatan kapasitas
organisasi pengelolaan keuangan
dalam peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur

80%

85%

80%

85%

100%

66.66%

92.65
%

46%

80%

83.33%

109%

58%

94%

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan Pemerintah Daerah
yang sesuai aturan

90%

90%

100%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Pada awal RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, Pemerintah Kota
Makassar meraih Opini dari BPK RI yakni Wajar Dengan Pengecualian
(WDP), sehingga dilakukan perbaikan terus menerus, melakukan
pencatatan berbasis akrual serta memperbaiki pelaporan Neraca Barang
Milik Daerah sehingga pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Makssar meraih
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kali, Pemerintah Kota
Makassar berhasil mempertahankan Opini ini selama 4 (empat) tahun
berturut-turut sampai dengan Tahun 2020. Walaupun berhasil
mempertahankan Opini WTP dalam 4 (empat) tahun terakhir, namun masih
menyisahkan beberapa permasalahan yang masih perlu dibenahi baik
dalam penyusunan Laporan Keuangan maupun pengelolaan barang milik
daerah, seperti halnya : pengelolaan dana bos, penyajian data piutang,
pengelolaan utang daerah, serta penyajian neraca barang yang kurang tepat
di perangkat daerah. Namun senantiasa diupayakan perbaikan-perbaikan
sehingga tidak menjadi penghambat untuk meperoleh WTP pada tahun-

tahun selanjutnya.

Ketimpangan cukup terlihat pada realisasi kinerja peningkatan sumber
daya manusia pada tahun 2020, yang sama sekali tidak dilakukan
diakibatkan terbatasnya pergerakan dan mobilitas akibat merabaknya

Pandemic Covid-19 di tahun 2020.

Pencapaiaian kinerja pelayanan pada yang sangat optimal diatas, sudah
pasti didukung dengan anggaran kegiatan yang memadai sehingga target-
target yang ditetapkan pada tahun 2016-2020 dapat tercapai anggaran dan
realisasi pendanaan pelayanan pada Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel
2.9, berikut:
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TABEL 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
URAIAN Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam 000) Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |Anggaran(Rp)Realisai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16

Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 45.263.268.000,00 | 77.798.610.000,00 | 84.098.862.000,00 | 73.756.798.795,00 | 114.633.004.137,00 45.265.086.742,78 |  90.907.407.441,06 | 95.124.578.293,65 | 69.659.364.66558 | 65.507.363.431,01 | 100,00 | 116,85| 11311 9444| 5715 30,78 18,19
Hasil Retribusi Daerah - - - - - - - - - - - -
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 19.070.268.000,00 |  45.287.319.000,00 | 50.002.154.000,00 | 37.809.786.683,00 | 62.009.352.589,00 |  15.562.590.481,88 | 45.023.066.147,08 | 49.463.120.62529 | 18.225.557.959,00 | 31.875.688.80393 | 8L61| 9942| 9892| 4820| 5140 46,88 52,73
dipisahkan
lain-lain PAD yang sah 26.193.000.000,00 | 32.511.291.000,00 | 34.096.708.000,00 | 35.947.012.112,00 | 52623.651.548,00 |  29.702.496.260,90 | 45.884.341.293,98 | 45.661.457.668,36 | 51433.806.706,58 | 33.631.674.627,08 | 11340 | 14113 | 13392 | 14308 | 63,91 20,20 8,01
Belanja 163.873.607.300,00 | 136.947.926.000,00 | 202.546.708.000,00 | 141.691.138.451,91 | 390.643.581.071,61 | 137.269.401.470,69 | 121.605.382.378,38 | 175.485.591.921,00 | 89.885.052.672,00 | 295.052.012.291,00 | 8377| 8880 86,64 | 6344| 7553 44,28 53,09
Belanja Tidak Langsung | 127.310.099.300,00 | 102.403.768.000,00 | 167.359.708.000,00 | 102.635.822.451,91 | 369.544.541.496,61 | 106.372.664.087,69 | 89.718.552.347,38 | 152.770.148.646,00 | 62.302.242.157,00 | 277.875.447.252,00 | 8355| 8761| 9128| 60,70| 7519 66,31 85,3
Belanja Pegawai 31.740.684.000,00 | 21.286.125.000,00 | 12.004.170.000,00 |  2.821.092.000,00 |  7.075.009.527,00 |  28.233.588.999,00 | 21.090.236.171,00| 11.833.689.786,00| 2729.050.157,00| 6.570.156.559,00 | 8895| 99,08 9858 96,74| 92,86 (0,56) (1,35
Belanja Bunga 1.250.000.000,00 800.000.000,00 583.283.988,69 254.324.108,38
Belanja Hibah 87.508.215.300,00 |  69.219.900.000,00 | 148.751.000.000,00 | 63.671.973.545,00 | 224.244.500.199,00 76.328.270.950,00 |  59.726.128.000,00 | 137.256.266.580,00 | 55.552.460.000,00 | 185.766.766.000,00 | 87,22 | 86,28 | 9227| 8725| 8284 72,25 70,73
Belanja Bantuan Sosial 85.000.000,00 - 510.000.000,00 | 3.115.000.000,00 1.495.000.000,00 47.161.000,00 465.000.000,00 2.870.000.000,00 1.260.000.000,00 | 55,48 - 9118 | 9213| 84728 89,69 90,28
Belanja Bagi hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan desa
Belanja Bantuan Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, 1,097.743.000,00 1.097.743.000,00 | 3.094.538.000,00 1.149.948.000,00 1.215.892.000,00 1.097.743.000,00 1.091.333.000,00 | 3.094.538.000,00 1.116.584.000,00 1.169.896.000,00 | 100,00 | 99,42 | 100,00 | 97,10 | 96,22 31,20 30,9
Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
Belanja Tidak Terduga 5.628.457.000,00 |  10.000.000.000,00 |  3.000.000.000,00 | 31.877.808.906,91 | 135.514.139.770,61 82.616.150,00 |  7.556.531.068,00 120.654.280,00 34.148.000,00 | 83.108.628.69300 | 147| 7557| 402 O0l11| 6133 323,84 | 63.03855
Belanja Langsung 36.563.508.000,00 |  34.544.158.000,00 | 35.187.000.000,00 | 39.055.316.000,00 | 21.099.039.575,00 30.896.737.383,00 |  31.886.830.031,00 | 22.715.443.275,00 | 27.582.810.51500| 17.176.565.03900| 8450 9231| 6456 7062| 8141 (9,66) (10,46)
Belanja Pegawai 10.173.790.000,00 8.863.850.000,00 |  8.734.925.000,00 | 12.808.675.000,00 |  7.327.900.000,00 9.052.092.500,00 |  8.258.125.000,00 6.682.375.000,00 | 10.131.250.000,00 |  7.194.300.000,00 | 8897 | 9317| 7650| 7910| 9818 (2,62) (1,31)
Belanja Barang dan jasa 23.272.268.000,00 | 23.903.749.000,00 | 23.345.675.000,00 | 24.084.641.000,00 | 13.577.139.575,00 | 20.114.615.857,00 | 22.086.917.831,00 | 13.438.484.175,00 | 15.828.877.11500| 9.799.015.039,00 | 8643 | 9240| 5756| 6572 7217 (10,02) (12,47)
Belanja Modal 3.117.450.000,00 |  1.776.559.000,00 |  3.106.400.000,00 |  2.162.000.000,00 194.000.000,00 1.730.020.026,00 |  1.541.787.200,00 |  2.594.584.100,00 |  1.622.683.400,00 183.250.000,00 | 5550 | 86,79| 8352| 7505| 9446 (22,40) (17,19)
Pembiayaan - -
Penerimaan Pembiayaan 269.813.374.000,00 | 173.408.850.000,00 | 272.353.939.000,00 | 174.757.015.684,91 | 238.994.035.090,52 | 144.735.329.988,36 | 169.427.975.784,73 | 272.358.289.419,35 | 174.757.015.684,91 | 239.051.988.218,19 | 5364 | 97,70| 100,00 | 100,00 100,02 5,56 19,69
Pengeluaran Pembiayaan 239.845.583.000,00 |  4.000.000.000,00 |  75.000.000.000,00 |  53.000.000.000,00 - 239.635.668.579,00 |  3.790.086.165,04 - 53.000.000.000,00 - 9991 | 9475 - 100,00 - 386,83 (74,60)
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Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Good
Governance) dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah maka BPKAD melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi
daerah, terutama melalui peningkatan kualitas pengeloaan keuangan
daerah. Selain pengeloaan pendapatan dan manajemen kas daerah,
BPKAD dalam pendistribusian pengeloaan belanja daerah diarahkan
untuk pembangunan dan pembiayaan pelayanan publik. Dalam
pengelolaannya belanja daerah diarahkan untuk digunakan sebesar-
besarnya untuk kepentingan masyarakat, dengan prioritas utama untuk
mendorong peningkatan IPM di Kota Makassar, terutama berkenaan
dengan aspek pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat serta

pembangunan infrastrukstur untuk peningkatan perputaran ekonomi.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang
mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi, dapat dilakukan
dengan analisa metode SWOT. Adapun masing-masing kondisi

lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal :

Kekuatan (Strengths)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sudah memiliki struktur

Kelemahan (weakness)
Kualitas dan kuantitas Sumber
Daya Aparatur belum sesuai dengan

organisasi dan tata kerja yang jelas &
Komitmen yang kuat dari pimpinan
organisasi

Tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai guna penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi organisasi

Tersedianya alokasi anggaran yang
memadai guna penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi organisasi dan
pengembangan kompetensi

Adanya sistem dan prosedur yang jelas
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi organisasi berdasarkan
peraturan perundang- undangan yang
berlaku

Sinkronisasi sistem informasi
pengelolaan keuangan dan BMD serta
perencanaan

standar kompetensi yang dibutuhkan
unit kerja

Belum optimalnya pemanfaatan
Teknologi Informasi dalam
pengelolaan keuangan dan Barang
Milik Daerah

Belum maksimalnya penggunaan
SOP organisasi dalam melaksanakan
tugas dan fungsi

Belum optimalnya koordinasi dengan
Perangkat Daerah dalam pengelolaan
keuangan dan Barang Milik Daerah

Masih terbatasnya sarana penunjang
kerja berupa tempat penyimpanan
dokumen/arsip
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2. Analisis Lingkungan Eksternal :

Peluang (Oppurtunities)
Adanya berbagai peraturan
perundangan yang mendukung tugas
pokok dan fungsi organisasi termasuk
pelimpahan kewenangan untuk
menetapkan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan keuangan dan
asset/barang daerah;

Hubungan kerja dengan instansi
terkait dan stakeholder telah terjalin
dengan baik

Adanya kesamaan pandangan dan
pemahaman dari segenap aparatur
pengelola keuangan seluruh PD dalam
rangka kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di
bidang keuangan dan aset/barang
daerah

Adanya dukungan baik dari
pimpinan Eksekutif maupun pihak
Legislatif

Lembaga/Instansi non Pemerintah giat
menyelenggaraan diklat dan
pendidikan peningkatan kemampuan
pengelolaan keuangan dan aset yang
handal

Analisis

Ancaman / Tantangan (Threats)

Dinamisnya perubahan kebijakan
dari Pemerintah Pusat yang
berpengaruh terhadap pengelolaan

keuangan dan barang milik daerah

Adanya perbedaan persepsi atau
interpretasi kebijakan pengelolaan
keuangan dan BMD antara pengawas
dan pemeriksa dengan pengelola
Penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah yang meraih opini
BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
serta mempertahankan Opini WTP

Perkembangan teknologi informasi
yang sedemikian pesat dan
perubahan gaya hidup masyarakat
yang semakin melek teknologi
informasi menuntut kecepatan,
ketepatan dan kepraktisan pelayanan
publik

Adanya mutasi atau perpindahan
jabatan para pengelola keuangan dan
barang milik daerah SKPD

SWOT yang dilakukan diharapkan dapat mendukung

penyusunan Renstra BPKAD kota Makassar. Analisis SWOT akan

menghasilkan informasi faktor kunci yang mempentgaruhi keberhasilan

organisasi sehingga dapat digunakan sebgai dasar dalam mengambil

serangkaian keputusan strategis antara lain:

strategi yang tepat dilakukan dalam mencapai

tujuan, sasaran dan

target yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
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Faktor Eksternal
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Faktor Internal

Peluang (0) :

Adanya berbagai peraturan perundangan
yang mendukung tugas pokok dan fungsi
organisasi termasuk pelimpahan
kewenangan untuk menetapkan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan keuangan dan
asset/barang daerah;

.Hubungan kerja dengan instansi terkait dan

stakeholder telah terjalin dengan baik
Adanya kesamaan pandangan dan
pemahaman dari segenap aparatur
pengelola keuangan seluruh PD dalam
rangka kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di
bidang keuangan dan aset/barang daerah
Adanya dukungan baik dari pimpinan
Eksekutif maupun pihak Legislatif
Lembaga/Instansi non Pemerintah giat
menyelenggaraan diklat dan pendidikan
peningkatan kemampuan pengelolaan
keuangan dan aset yang handal

Tantangan (T):

1.Dinamisnya perubahan kebijakan dari
Pemerintah Pusat yang berpengaruh
terhadap pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah

2.Adanya  perbedaan persepsi atau
interpretasi kebijakan pengelolaan
keuangan dan BMD antara pengawas
dan pemeriksa dengan pengelola

3. Penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah yang meraih opini
BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
serta mempertahankan Opini WTP

4.Perkembangan teknologi informasi yang
sedemikian pesat dan perubahan gaya
hidup masyarakat yang semakin melek
teknologi informasi menuntut kecepatan,
ketepatan dan kepraktisan pelayanan
public

5.Adanya mutasi atau perpindahan
jabatan para pengelola keuangan dan
barang milik daerah

Kekuatan (S)
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
sudah memiliki struktur
organisasi dan tata kerja
yang jelas
Tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai
guna penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi
organisasi
Tersedianya alokasi
anggaran yang memadai
guna penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi
organisasi dan
pengembangan kompetensi
Adanya sistem dan
prosedur yang jelas
terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi organisasi
berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang
berlaku
Sinkronisasi sistem
informasi pengelolaan
keuangan dan BMD serta
perencanaan

Alternatif Strategi (S-0):

1. Pengembangan sistem pengelolaan
keuangan daerah dengan
memperhatikan asas keadilan,
kepatuhan, dan bermanfaat untuk
masyarakat;

Alternatif Strategi (S-T):

1. Peningkatan kualitas penganggaran
belanja dan pendapatan daerah secara
tertib, efisiensi, ekonomis, -efektif,
transparan dan bertanggungjawab;

2. Mendorong SDM aktif berinovasi dengan
memanfaatkan komitmen pimpinan

3. Peningkatkan pengelolaan data dan
informasi dengan memanfaatkan
teknologi yang modern

4. Perlu adanya pelatihan bagi para
perencana dalam memahami peraturan-
peraturan terkait perencanaan

Kelemahan (W):

Alternatif Strategi (W-0):

Alternatif Strategi (W-T):

Kualitas dan  kuantitas
Sumber Daya Aparatur
belum sesuai dengan
standar kompetensi yang

dibutuhkan unit kerja

Belum optimalnya
pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam

pengelolaan keuangan dan
Barang Milik Daerah

Belum maksimalnya
penggunaan SOP organisasi
dalam melaksanakan tugas
dan fungsi

Belum optimalnya
koordinasi dengan Perangkat
Daerah dalam pengelolaan
keuangan dan Barang Milik
Daerah

Masih terbatasnya sarana

penunjang kerja  berupa
tempat penyimpanan
dokumen /arsip

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas
perencanaan dan pengelolaan APBD

2. Peningkatan Akuntabilitas keuangan
dan barang milik daerah;

3. Peningkatan Koordinasi baik instansi
vertikal maupun horizontal

4. Pengembangan sistem pengeloaan
barang milik daerah yang terintegrasi;

5. Melakukan kerjasama dengan
penyedia untuk layananan
penyimpanan arsip maupun gudang
BMD.

1. Peningkatan kualitas sarana dan
prasarana serta SDM yang memadai

2. Peningkatan Kualitas Dokumen
perencnaan dan pelaporan

3. Penguatan agenda reformasi birokrasi,
dan peningkatan akuntabilitas kinerja
perangkat daerah
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BAB

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan
pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi
daerah dengan karateristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka
panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan Perangkat
Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun
2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kota Makassar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3
Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Makassar, maka peranan BPKAD sangat penting
dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses
perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban
APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik
apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang

memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.
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Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah, maka penyusunan rencana strategis
perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari
internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan
dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi
baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, antara lain :

1. Penyusunan APBD
Sejalan dengan penyusunan APBD, konsep anggaran berbasis kinerja

yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari

perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Penyusunan
anggaran dikaitkan dengan rencana strategis dan penggunaan tolok
ukur kinerja dengan memperhatikan penerapan konsep money follow
program dengan demikian setiap dana yang dialokasikan oleh suatu
unit kerja dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat
menghasilkan pelayanan yang maksimal serta outcome yang optimal
bagi kepentingan masyarakat.

Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan

APBD adalah :

a. Diterbitkannya Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan
seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan serta pertanggungjawaban APBD melalui sistem

SIPD.kemendagri.go.id sehingga mewajibkan seluruh daerah se-

Indonesia meninggalkan sistem yang telah dibangun, tidak terkecuali
kota makassar yang harus menyesuiakan terhadap perubahan
regulasi.

b. Diterbitkannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Yang menuntut daerah untuk menyesuaikan
terhadap nomenklatur program dan kegiatan maupun kodefikasi
menurut tugas dan fungsi yang telah diatur dalam permendagri
tersebut, kendala yang dihadapi masih adanya perbedaan persepsi
terhadap aturan-aturan baru, terlebih kaitannya dengan aturan lain

yang belum sejalan.
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c. Kualitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang belum optimal. Masih sering
ditemui kelemahan dalam dokumen perencanaan yang seringkali
tidak sinkron dengan indikator capaian kinerjanya dan sulit untuk
diukur. Hal ini karena dalam penyusunan indikator capaian kinerja
tersebut terkadang menggunakan asumsi dalam bentuk kalimat-
kalimat yang tidak jelas ukurannya, disamping data pendukung yang
kurang valid disertai analisa yang kurang tajam. Hal ini akan sangat
berpengaruh pada target yang akan dicapai. Indikator kinerja
menunjukkan tingkat yang dicapai dari pelaksanaan program dan
kebijaksanaan untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan dari
organisasi sektor publik. Indikator kinerja memiliki peran penting
karena indikator ini berguna dalam penentuan kinerja yang dicapai
dari pelaksanaan APBD dan perlu diingat pula bahwa APBD disusun
dengan berbasiskan pada kinerja. Indikator kinerja terdiri dari input,
output, efisiensi, kualitas, dan outcome

d. Koordinasi yang masih minim dilakukan di antara Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat berpengaruh terjadinya
masalah dalam penganggaran, misalnya alokasi anggaran menjadi
double account atau tumpang tindih dengan program dan kegiatan
yang sama pada SKPD yang berbeda. Hal ini sering terjadi
dikarenakan beberapa faktor antara lain adalah egosektoral yang
masih sering ada pada masing-masing SKPD. Keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi tidak hanya antara aspek perencanaan
dengan penganggaran, tetapi juga antar SKPD. Hal ini perlu
diperhatikan karena target capaian program dan atau target hasil
(outcome) sebuah kegiatan atau visi daerah dapat dicapai melalui
sinergi program dan kegiatan antar SKPD.

e. Kurangnya kemampuan SDM pengelola perencanaan dan
penganggaran dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan
benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan
pengelolaan perencanaan dan penganggaran pada perangkat daerah
di Kota Makassar. Hal ini menyebabkan banyak terjadi
kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan
maupun penginputan dalam rincian rekening, serta seiring dengan

banyaknya perubahan-perubahan regulasi dalam perencanaan
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pembangunan dan keuangan yang menuntut untuk terus melakukan
peningkatan kemampuan pemahaman dan mempelajari aturan-

aturan terbaru.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun melakukan audit
laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk
pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat
berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir
ini, Kementerian  Keuangan menerapkan  sistem reward and
punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat tiga macam kriteria
dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi
pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan
tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Apabila pemerintah daerah melaksanakan ketiga kriteria tersebut
dengan baik maka akan memperoleh insentif tambahan. Namun apabila
pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kriteria-kriteria ini dengan
baik akan berujung pada pemberian sanksi dari Kementerian Keuangan,
terutama sanksi yang bersifat keuangan.

Sanksi tersebut tentu tidak diinginkan oleh pemerintah daerah di
tengah beban pengeluaran daerah yang semakin tinggi, terutama untuk
belanja pegawai yang meningkat dari tahun ke tahun sementara pegawai
yang dipekerjakan belum tentu memberikan kontribusi langsung
terhadap penerimaan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk menyajikan
informasi untuk pengambilan keputusan dan sebagai media
akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga
pemerintah.

Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan
menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas
keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian
maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu unit kerja/SKPD, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung-
jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan

efektif.
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Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka

penyusunan laporan keuangan daerah, adalah:

1. laporan keuangan dari entitas akuntansi/SKPD belum optimal,
seperti; pelaporan keuangan belum tepat waktu, dan pelaporan
keuangan belum merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan
sebagaimana yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 . Akibat
penyusunan dan pelaporan keuangan yang belum mengacu pada
peraturan pemerintah tersebut, adalah laporan keuangan
pemerintah daerah Kota Makassar memperoleh catatan-catatan
dan temuan dari BPK yang hasilnya opini BPK atas laporan
keuangan pemerintah Kota Makassar belum sebagaimana yang
diharapkan.

2. Kelemahan di dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan
keuangan antara lain berupa pencatatan transaksi yang tidak
akurat atau bahkan transaksi yang tidak dicatat, aset tetap yang
belum diinventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak
tertib.

3. Adanya perubahan pengelola keuangan yang disebabkan oleh
promosi, mutasi maupun rotasi.

4. Permasalahan lain yang menghambat penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kriteria WTP
adalah belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam
penyajian ke dalam neraca, hal ini dapat dilihat dari belum
akuratnya data yang disajikan pada neraca perangkat daerah. Hal
ini menyebabkan terhambatnya penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah karena neraca merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah
diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, yang mana saat ini masih
banyak dijumpai aset milik Pemerintah Kota Makassar yang tercatat
dalam neraca tapi tidak memiliki bukti kepemilikan sertifikat, sampai
saat ini masih banyak terdapat fasum dan fasos yang menjadi hak
Pemerintah Kota Makassar belum diserahkan oleh pengembang, serta
masih terdapat aset milik Pemerintah yang dikuasai oleh pihak-pihak

yang tidak memiliki hak, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya
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pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud yang berakibat aset
menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapat
dilakukan penataan, pendataan, inventarisasi dan penilaian aset daerah
sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan
terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
barang daerah.

Untuk itu dibutuhkan peran seluruh stakeholder dalam melakukan
penertiban terhadap permasalahan yang disebutkan diatas, suatu sistem
yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan
kegiatan pada suatu unit kerja/SKPD dapat mencapai tujuannya secara
efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan BMD secara andal,
mengamankan aset daerah, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka
pengelolaan barang milik daerah adalah :

a. Masih banyak barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar yang
tata kelola pengurusan dan penguasaannya tersebar di berbagi
SKPD dan instansi/lembaga lain lain belum dikelola dengan baik.

b. Belum optimalnya pengamanan terhadap kekayaan daerah, seperti
penguasaan/penyerobotan tanah  Pemerintah  Daerah oleh

masyarakat setempat.
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Tabel 3.1

=

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

Tugas Pokok Masalah Pokok Masalah
Membantu Walikota Belum Penyusunan APBD yang
melaksanakan maksimalnya tata belum sesuai dengan
urusan penunjang kelola regulasi serta berpotensi
Pemerintahan pemerintahan penetapan APBD yang
bidang urusan bidang Pengelolaan tidak tepat waktu
keuangan yang Keuangan daerah
menjadi

kewenangan daerah
Terhambatnya
Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah

Belum Optimalnya = Belum tertibnya
Pengelolaan Barang pengelolaan Barang Milik
Milik Daerah Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

N —

w

Akar Masalah

. Regulasi dan kebijakan yang berubah dengan cepat

Implementasi SIPD yang diatur dalam peraturan belum berjalan
secara optimal

. Belum optimalnya Kualitas perencanaan pembangunan Daerah
. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

(SDM).

. Peningkatan kualitas SDM Perbandingan jumlah ASN yang

pensiun dan mutasi tidak sebanding dengan yang dibutuhkan.

. Adanya perubahan pengelola keuangan yang disebabkan oleh

promosi, mutasi maupun rotasi.

. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan

konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

. Masih rendahnya kepatuhan sebagian Perangkat Daerah untuk

menyampaikan laporan keuangannya kepada Pengelola
keuangan

. Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam

penyajian ke neraca.

. Belum maksimalnya pengamanan terhadap kekayaan daerah,

seperti penguasaan/penyerobotan tanah Pemerintah Daerah oleh
masyarakat setempat

. Rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang.
. Lemahnya sanksi dalam pelaporan barang milik daerah
. Sistem informasi aset yang belum optimal serta sumber daya

pengelola aset di SKPD yang perlu peningkatan kompetensi.
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3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil
Walikota Makassar Terpilih

Bertitik tolak dari kewenangan dan fungsi pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Makassar, maka Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021-
2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026. Yang didalanya termuat Visi
misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih ditujukan
untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun visi

yang termuat dalam dokumen RPJMD yaitu:

Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ &
Smart City” dengan imunitas Kota

Yang Kuat Untuk Semua

Adapun Misi untuk mewujudkan visi RPJMD tersebut adalah:

1. Revolusi Sumber Daya Manuasia (SDM) dan percepatan reformasi
birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas
dunia bersih dari indikasi korupsi.

2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju
masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota
yang kuat untuk semua.

3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia
yang “sombere’ dan smart city” untuk semua.

Menelaah ketiga misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih
dihubungkan dengan pelayanan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset maka keterkaitan yang sangat erat pada misi kesatu.
Untuk misi kesatu terkait dengan pelayanan di BPKAD meliputi yakni
Revolusi Sumber Daya Manuasia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi
menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih
dari indikasi korupsi, dengan Tujuan dari Misi Kesatu adalah:.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

3. Meningkatkan pembinaan umat beragama.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, BPKAD sesuai dengan
tugas dan fungsinya akan berkontribusi langsung dalam mendukung
pencapaian misi ke-1 tujuan ke 2 (dua) mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang bersih dan efektif.
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Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” den Kuat untuk Semua

Misi 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul
dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi

Tujuan ke 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif

Sasaran ke 2 : Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar

Tugas Pokok Faktor Penghambat Faktor Pendorong
BPKAD

Belum maksimalnya tata 1. Regulasi dan kebijakan yang berubah 1. Dukungan regulasi yang berekelanjutan
kelola pemerintahan bidang dengan cepat. 2. Komitmen kuat dari pimpinan organisasi
Pengelolaan Keuangan 5 [mplementasi SIPD yang diatur dalam untuk membuat laporan sesuai aturan.
daerah. . .

peraturan belum berjalan secara optimal. 3. Kelengkapan sarana dan prasarana

3. Belum optimalnya Kualitas perencanaan pendukung sistem aplikasi menjadi faktor
pembangunan Daerah. pendukung dalam keberhasilan

4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM). 4. Secara bertahap dilakukan Bimtek,

5. Adanya perubahan pengelola keuangan workshop terkait pengelolaan keuangan
yang disebabkan oleh promosi, mutasi 5. Motivasi kerja yang kuat dengan pola
maupun rotasi. kerja yang sistemik dan terjadwal.

6. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negaral 6. Tersedianya alokasi anggaran yang
dalam pelaksanaan konsolidasi laporan memadai guna penyelenggaraan tugas
keuangan pemerintah daerah. pokok dan fungsi organisasi

7. Masih rendahnya kepatuhan sebagian
Perangkat Daerah untuk menyampaikan
laporan keuangannya kepada Pengelola
keuangan
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Permasalahan Faktor Penghambat Faktor Pendorong
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3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra BKAD Provinsi

Sulawesi Selatan

Tujuan dari analisis Renstra Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Makassar terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan BKAD Prov.
Sulawesi Selatan adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian,
keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah BPKAD Kota Makassar. Berdasarkan tugas dan
fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan, maka Badan
Pengeloalaan Keuangan Dan Aset Daerah secara berkesinambungan
melakukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan
fungsi tersebut, ke Pemerintah Pusat melalui 2 (dua) Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Keuangan, serta Berkordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset
Daerah (BKAD) Prov. Sulawesi Selatan. Olehnya itu, dalam penyusunan dan
penetapan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan
dan mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 2 lembaga

pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Tahun 2020-2024, terdapat 1 (satu) Arah dan Kebijakan yang
terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Makassar, yakni:
1).Penguatan implementasi tranformasi ekonomi di daerah, melalui :

a. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah,
termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran
Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerah.

b. Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah.

c. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan
dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi
makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi
kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending

infrastruktur pro investasi.
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d. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.

e. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring
pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-
19.

2. Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan

Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang

terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Kota Makassar yakni sebagai berikut:

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, melalui strategi:
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat
dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk
mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
adalah:

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan
sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing
belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi nasional dampak Covid-19.

b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja
perekonomian yang terdampak Covid-19.

c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan
kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan
ruang untuk pemulihan perekonomian.

d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di
bidang fiskal dan sektor keuangan.

e. Perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat
dan berkelanjutan.

f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal
yang efektif untuk mendukung sustainable environment.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta penguatan
neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk
memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.

h. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi
dan daya saing.

i. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi
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dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.

Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas wunit di internal
Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.

Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi
serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
Penguatan kebijakan sektor keuangan serta peningkatan literasi

dan inklusi keuangan untuk memperkuat sistem keuangan.

2) Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara

yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat.

Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam

mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

@]

Prioritas belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang
memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu
strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun
penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap
akuntabel.

Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan
subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antar program
maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas
penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan
mencegah dampak krisis nasional di desa.

Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja K/L,
penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan
Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta
menstimulasi  percepatan pemulihan layanan publik dan
perekonomian.

Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran,
dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of working,
melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan
dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar

stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek good governance.

. Penguatan value for money, peningkatan evidence based budgeting,

dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan
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penganggaran.
Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi
Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan
standarisasi program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya,
struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah
terintegrasi.

Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke
Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan
terintegrasi (integrated funding) untuk mempercepat pencapaian
outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan
efisiensi anggaran.

Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah
berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah,
serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat
pemerataan layanan publik antar daerah.

Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk
meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan
ekonomi daerah.

Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja
sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk
percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat
dilakukan dengan skema bisnis.

Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar
lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.
Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara
menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung
perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.

. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak
belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan
kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang

berkualitas.
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3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, terdapat 1 (satu) sasaran
yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Makassar, yakni:

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Daerah
Dengan indikator sasaran :
1. Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian
RKA tepat waktu;
Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP;
Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pengajuan
dokumen pembayaran sesuai ketentuan;
4. Tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian
laporan keuangan tepat waktu;
5. Kontribusi pendapatan dan pengelolaan BMD terhadap PAD.
Dalam rangka pencapaian Sasaran maka BKAD Prov. Sulawesi Selatan
menetapkan strategi, meliputi:
1. Mendorong Terwujudnya Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah Yang
Berkualitas.
2. Mendorong Terwujudnya Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah Yang
Optimal.
3. Mendorong Terwujudnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah Yang Baik.
4. Mendorong Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik di 24
Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan.
Menyajikan Data siklus barang milik daerah yang akurat dan akuntabel.
Menertibkan Administrasi dan Fisik barang milik daerah transparan,
efektif, efisien dan professional.
7. Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah dioptimalkan dalam
menunjang sumber-sumber pendapatan daerah.
8. Mendorong Terlaksananya Optimalisasi Dukungan Teknis dan Layanan
Administrasi Umum Perkantoran.
9. Melakukan Upaya Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah.
Sedangkan arah kebijakan yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan strategi
diatas adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Capaian Target Perencanaan Anggaran Keuangan Daerah.
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Percepatan Peningkatan Layanan Perbendaharaan Keuangan Daerah.
Optimalisasi Capaian Target Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah.

Meningkatkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah di 24
Kabupaten/Kota Melalui Evaluasi, Monitoring dan Bimbingan Yang
Berkelanjutan.

Pencatatan/inventarisasi aset daerah secara akuntabel.

Rencana kebutuhan barang milik daerah melalui sinkronisasi dan
integrasi dokumen perencanaan lainnya.

Sistem pelaporan aset daerah secara akurat dan akuntabel.

Penertiban aset daerah yang bermasalah melalui identifikasi kronologi dan
koordinasi dengan pengguna barang, lembaga pengawasan, lembaga
hukum dan pemerintahan setempat.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sesuai dengan usulan
pengguna barang.

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah melalui Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama
Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
Mengoptimalkan Layanan Administrasi Perkantoran.

Mengoptimalkan Ketersediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran.

Meningkatkan Capaian Target Perencanaan dan Penganggaran Perangkat
Daerah Melalui Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Optimal.

Meningkatkan Disiplin dan Kapasitas SDM Aparatur.

3.4 Telaahan RTRW Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang yaitu suatu

distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan

ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang

aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan

lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf

nasional.

RTRWK berfungsi sebagai:

a.

penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;

serta

. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan

masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun
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program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang

kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

a.

d.

€.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar
sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a.

perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam
menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan
jasa;

pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan
prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan
terkendali; dan

peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan

prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

3 (Tiga) Prinsip Dasar KLHS

1. Keterkaitan / holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global

dan lokal,keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab akibat

dampak.

2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan

konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek

dan jangka panjang.

3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan

lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah

satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis

(KLHS).
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3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan

fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, telaah visi,

misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,

telaah Renstra K/L dan Propinsi, telaah RTRW dan KLHS, maka dapat

ditentukan beberapa isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yaitu :

1.

Penetapan Perda APBD Kota Makassar yang beresiko terlambat, serta
Perda APBD Perubahan yang tidak mencapai kesepakatan.

Upaya untuk meraih dan mempertahankan Opini BPK RI terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).

Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil
Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk didalamnya
penyelesaian atas temuan kerugian daerah, dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar.

Pengelolaan aset dan barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar
yang belum sepenuhnya terintegritas dan terinventarisasi, serta
perlunya perhatian seluruh OPD dalam merencanakan, mengusulkan
dan melaporkan data barang milik daerah serta melakukan evaluasi
dan monitoring terhadap barang-barang yang dikuasainya.

Belum optimalnya Layanan dan Administrasi Perkantoran, serta perlu
dilakukan optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BPKAD,
melalui peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan
fasilitas pendukung layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Makassar dengan mengupayakan penerapan ISO yang
terkait dengan pelayanan dalam sektor pemerintahan.

Tuntutan cepatnya dinamika teknologi informasi dan terjadinya
pandemi global Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di akhir tahun
2019 membuat diperlukannya sebuah penyesuaian dalam pemanfaatan
dan implementasi kebijakan teknologi informasi di lingkungan
Pemerintah Daerah. Hal ini dapat menjadi peluang untuk membangun
sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis IT yang berorietasi
kepada integrasi kemudahan berkomunikasi, dan percepatan proses
birokrasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat secara

langsung dirasakan dalam segala aspek tata kelola pemerintahan.
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BAB TUJUAN
IV DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
adalah keinginan untuk mengelola keuangan dan barang milik daerah
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata
kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif maka diperlukan adanya
serangkaian peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota
yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak
menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara tertib adalah
bahwa pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dikelola secara
tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan agenda
pembangunan Nawacita kedua dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
keenambelas (16) Perdamaian, Keadilan, dan Perdamaian yang Tangguh
dengan target Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan
transparan di semua tingkat, untuk mendukung pilar Hukum dan Tata
Kelola (16.6.1.(a)) dengan indikator Persentase peningkatan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan target WTP.

Tujuan dan sasaran BPKAD Kota Makassar merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga
harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala
Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026,
dimana hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur
yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal tersebut
dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan
untuk mencapai Sasaran, dalam pencapaiannya berfokus pada penyusunan

kegiatan sehingga akan menggambarkan sasaran yang ingin dicapai.
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Tabel 4.1

Tujuan Indikator Target Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran/Tujuan pada Tahun
Tujuan Tujuan 2022 2023 2024 2025 2026
Mewujudkan IT’ersenta}slfz 100 % i\(/lerii?gkatnya . Opini Badan Pemeriksa | WTP WTP WTP WTP WTP
P lol erpenuninya ualltas
K‘Zﬂgi oaian dan Dokumen Pengelolaan Keuangan terhadap
g o Penganggaran dan Keuangan dan Laporan Keuangan
garanﬁ Milik | pertanggungjawaban Barang Milik
bsfliialitas yg;x;gl Keuangan Daerah Daerah . Ketepatan Waktu | Tepat Tepat | Tepat | Tepat Tepat
bermanfaat Penetapan APBD Waktu | Waktu | Waktu | Waktu Waktu
(Tertib, ~ Taat _Persentase Barang Milik | 97% | 97% | 97% | 98% | 100%
pada perundang, ) .
undangan, Daerah yang diyakini
Efisien, kewajarannya Qleh
Transparan dan Badan Pemeriksa
Akuntabel Keuangan
Meningkatkan Nilai Sistem A Meningkatnya Persentase sarana dan | 90% 90% 90% 90% 90%
kapasitas. Akuntabilitas kualitas ~ Sumber prasarana  aparatur
organisasi dalam | Kinerja Instamsi Daya Manusia, dalam kondisi baik
Pengelolaan Pemerintah (SAKIP) Laporan Keuangan ' "persentase ketersedian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SDM,  Laporan dan Laporan
SKPD A laporan keuangan dan
Keuangan  dan Kinerja SKPD L
La Kineri laporan kinerja
poran Kinerja
SKPD perangkat daerah
. Persentase ASN | 90% 90% 90% 90% 90%
perangkat daerah yang
mendapatkan
peningkatan kapasitas
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BAB STRATEGI

\ 4 DAN KEBIJAKAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Makassar dalam
mewujudkan Pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab pada
perkembangan ke depan dan dalam rangka mewujudkan organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bersih, efektif, efisien, serta
mampu berkomunikasi dengan SKPD lain, Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset melakukan penataan organisasi yang difokuskan pada kejelasan
pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah antara
pengkajian kebijakan penerimaan pendapatan daerah, perumusan
kerangka ekonomi makro, perencanaan dan penyusunan APBD,
pelaksanaan dan  pertanggungjawaban APBD, perbendaharaan,

pengurusan dan penyimpanan barang milik daerah.

Pembagian kewenangan tersebut merupakan upaya penajaman
tugas dan fungsi unit kerja agar tidak overlapping, menerapkan norma di
bidang penataan organisasi, pembagian beban kerja yang seimbang
mungkin antar unit kerja, dan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan
stakeholder dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembagian kewenangan dan
tanggung jawab juga harus diikuti dengan penyesuaian kembali tata kerja

unit-unit terkait di dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar menyusun
strategi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD yang akan
dijabarkan ke dalam program Utama, sedangkan arah kebijakan akan
lebih didetailkan dalam sub-sub kegiatan, adapun tujuan dan sasaran

yang akan dilaksanakan dijabarkan dalam tabel 5.1 berikut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Aset Kota Makassar | 52




RENSTRA
2021-2026

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua
Misi 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul
dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi

m Arah Kebijakan

Mewujudkan Meningkatnya . Peningkatan kualitas penganggaran belanja dan 1. Menyelenggarakan penganggaran belanja
Pengelolaan Keuangan kualitas pendapatan daerah secara tertib, efisiensi, daerah sesuai Analisa Standar Belanja,
dan Barang Milik Pengelolaan ekonomis, efektif, transparan dan Standar Biaya Umum, Standar Satua
Daerah yang berkualitas Keuangan dan bertanggungjawab; Harga Barang dan HSPK;
dan bermanfaat (Tertib, Barang Milik 2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan 2. Meningkatkan pembinaan pengelolaan
Taat pada perundang, Daerah dan pengelolaan APBD keuangan daerah melalui evaluasi;
undangan, Efisien, 3. Peningkatan Akuntabilitas keuangan dan barang monitoring, dan bimbingan berkelanjutan;
Transparan dan milik daerah; 3. Peningkatan kapasitas aparatur
Akuntabel 4. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah;

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, 4. Penatausahaan sistem pengelolaan

dan bermanfaat untuk masyarakat; keuangan daerah yang tertib dan sesuai

5. Pengembangan sistem pengeloaan barang milik ketentuan;
daerah yang terintegrasi; 5. Melakukan koordinasi dalam peningkatan

dan pengembangan pelaksanaan dan
pengawasan pengelolaan barang milik

daerah.
Meningkatkan kapasitas Meningkatnya 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta 1. Mengembangkan SDM Aparatur yang
organisasi dalam kualitas Sumber SDM yang memadai didukung oleh peremajaan sarana dan
Pengelolaan SDM, Daya Manusia, 2. Peningkatan Kualitas Dokumen perencnaan dan prasarana;
Laporan Keuangan dan = Laporan Keuangan pelaporan 2. Peningkatan kapasitas perencanaan dan
Laporan Kinerja SKPD dan Laporan Kinerja 3. Penguatan agenda reformasi birokrasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah;
SKPD peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah 3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja
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BAB RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
VI SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan adalah jabaran suatu kegiatan yang
diutamakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan
menjadi rencana pelaksanaan oleh yang memangku kepentingan, dalam hal
ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar didalam
program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan
dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil
(outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program dan kegiatan
tersebut menjadi bagian dari kegiatan anggaran serta merupakan gambaran
komitmen bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Makassar untuk pencapaiannya dalam tahun yang telah ditentukan,
sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian yang telah ditetapkan, penetapan
indikator kinerja harus didasarkan pada hasil evaluasi, sehingga memiliki
data baseline, untuk perkiraan kinerja capaian yang realistik dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah
ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJMD Kota Makassar 2021-2026,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 3 (tiga) Program
dan Indikator kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif seperti

yang terlampir di tabel 6.1 dengan penjelasan sebagai berikut :
6.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Program ini adalah Persentase sarana dan prasarana aparatur
dalam kondisi baik, Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan
kinerja Perangkat Daerah, dan Persentase ASN Perangkat Daerah yang

mendapat peningkatan kapasitas dengan kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah.
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Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub

kegiatan antara lain:

a.
b.

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD.

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

dengan sub kegiatan antara lain:

a.

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub

kegiatan antara lain:

a.

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya.

. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan

Tugas dan Fungsi.

. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

.Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan.
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5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub

kegiatan antara lain:

a.

o o o

0

oQ

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor.

. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan.

. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD.
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan antara lain:

a.

O T o N

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan.

. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud.
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan sub kegiatan antara lain:

a.

b.

C.

d.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik.

Sub Kegiatan Penyediaaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
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8. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan antara lain:
a.Sub  Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan.
b.Sub  Kegiatan Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan.

0

. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

[oN

.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

®

Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.

f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.

g. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya.

h. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

i. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6.2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Capaian Program ini adalah  Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Terhadap Laporan Keuangan dan Ketepatan Waktu Penetapan APBD
dengan kegiatan antara lain:
1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
dengan sub kegiatan antara lain:
a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS.
c. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
d. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD.
e. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
f. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD.
g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD.
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Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta
Kebijakan Bidang Anggaran.

Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.

Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

dengan sub kegiatan antara lain:

a.

b.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.

Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.

Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.

Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,
dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga(PFK).

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah
yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi

Kas.

. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas

serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi
Terkait.

Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota.
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3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah dengan sub kegiatan antara lain:

a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah.

b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan
Beban.

c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran.

d. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

f. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.

g. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.

h. Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

i. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

j- Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
Kabupaten/Kota.

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan sub kegiatan antara lain:

a. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran
Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

S. Kegiatan Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan sub kegiatan
antara lain:

a. Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan

Daerah.
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b. Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
c. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

6.3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Capaian Program ini adalah Persentase Barang Milik Daerah Yang
Diyakini Kewajarannya Oleh BPK , dengan kegiatan antara lain:
1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan
antara lain:
a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga.
b. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah.

c. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik

Daerah.
d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah.
e. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
f. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
g. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah.
h. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang

Milik Daerah.

i. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang
Milik Daerah.

j- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah.

k. Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah tabel 6.1 yang berisi Rencana Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kota Makassar untuk periode
Renstra Tahun 2021-2026.
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KONDISI TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN
/ / / / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) CATATAN
SUB KEGIATAN
FUNGSI/ | URUSAN /BIDANG URUSAN / LOKASI TARGET | PAGUINDIKATIF | TARGET | PAGUINDKATI | TARGET | PAGUINDIKATIF | TARGET | PAGUINDIATIF | TARGET | PAGUINDIKATIF | TARGET | PAGUINDIKATIF
KODE ORGANISASI SUB | PROGRAM / KEGIATAN / SUB
FUNGSI KEGIATAN
5210000 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
52100 (00)0] 1 ‘PElAYAANUMUM
52(00(00[ 021 [08 IkeuanGan
521000002 | 108]5 \UNSURPENUNJANG
521000002 1/08]5|0 ‘KEUANGAN 96.882.000.000 151,015.301.000 156.689.191.000 165.380.030999 177.655.149.000 194,002.600.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN -
o Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Kota Makassar 90% 21.806.861.000 (80% 23.698.533.000 80% 24.588.925.000 (30% 25.952.762.000 (80% 27.879.071.000 (80% 30.444.445,000
Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 80% 80% 80% 80% 80% 80%
5200 (00|02 1 (0850201201 [EEETE A Jumlaf}DokumenPetencanaan,Penganggaran,PelaporanKlnerjadanEvalua5|PerangkatDaerah Kota Makassar 15 Dokumen 436.237.606 (13 Dokumen 587.557.500 (13 Dokumen 613.031.150 |13 Dokumen 650.500.000 |13 Dokumen 677.000.000 |13 Dokumen 711.600.000
Perangkat Daerah \yang disusun
5200|0002 | 1 |[08|5|02]01|201] 01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah [Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun Kota Makassar 13 Dokumen 314.204.606 |4 Dokumen 244.186.500 |4 Dokumen 250.000.000 |4 Dokumen 262.500.000 |4 Dokumen 270000000 |4 Dokumen 283,500,000
52000002 ) 1085 ]02)01]201]02 jinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun Kota Makassar 1 Dokumen 25.275.000 |1 Dokumen 28.280.000 |1 Dokumen 29.694.000 (1 Dokumen 30.000.000 (1 Dokumen 30.000.000 (1 Dokumen 31500000
Koordinasi dan P Dokurnen Perub -
520000 02| 1 |08|5 020120103 stg e danPenyusunan Dokumen et ik Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun Kota Makassar 1 Dokumen 25.225.000 |1 Dokumen 25.083.000 |1 Dokumen 26.337.150 (1 Dokumen 21000000 (1 Dokumen 28000000 (1 Dokumen 29.400.000
5200|0002 | 1 [ 08| 5 |02[01][201] 04 |[Koordinasidan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun Kota Makassar 1 Dokumen 13.470.000 |1 Dokumen 16.370.000 |1 Dokumen 17.000.000 |1 Dokumen 18.000.000 (1 Dokumen 19.000.000 (1 Dokumen 19.950.000
52000002 | 1 |08|5 |02]01][201]05 [KoordinasidanPenyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun Kota Makassar 1 Dokumen 13.470.000 |1 Dokumen 16.370.000 |1 Dokumen 17.000.000 |1 Dokumen 18.000.000 (1 Dokumen 19.000.000 |1 Dokumen 19.950.000
Koordinasi dan P La) Capaian Kiner;j
53000002 1 |08|5 |02|01(201]06 d::rlklhnt?ss;r;;I‘\Zzz;j;iunn;:3;:;" apaiankinera Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun Kota Makassar 5 Dokumen 28.423,000 (3 Dokumen 235.298.000 (3 Laporan 250.000.000 |3 Laporan 270.000.000 |3 Laporan 285.000,000 |3 Laporan 300.000.000
)
54 00| 00] 02| 1 |08]5 |02]01][201] 07 |EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Kota Makassar 7 Dokumen 16.170.000 |2 Dokumen 21.970.000 |2 Dokumen 23.000.000 (2 Dokumen 25000000 (2 Dokumen 26000000 (2 Dokumen 21.300.000
52 |00 00| 02| 1 08| 5 |02]01][202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan SP) yang disusun Kota Makassar 5 Dokumen 13.865.546.264 |1 Laporan 15.,607.826.028 |1 Laporan 16.331.748.929 |1 Laporan 17.379.676.500 (1 Laporan 17.937.147.825 |1 Laporan 18.834.005.216
520000 02| 1 [08 |5 [0201][202]01 |PenyediaanGajidan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kota Makassar 150 Orang 11.863.393.264 |51 Orang 13.389.018.028 (51 Orang/Bulan | 14.058.468.929 (51 Orang/Bulan | 15.000.000.000 |51 Orang/Bulan |  15.500.000.000 |51 Orang/Bulan | 16.275.000.000
52|00 00| 02| 1 [08]5 [0201][202]02 |PenyediaanAdministrasi Pelak Tugas ASN Jumlah Administrasi Pelak Tugas ASN yang disediakan Kota Makassar 31 Orang 546.600.000 |43 Orang 454,320,000 |43 Orang 477.036.000 |43 Orang 500.887.800 43 Orang 525.932.190 |43 Orang 552.228.800
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
5200 (00|02 1 |08 |5 |02|01(202(03 Keuangan SKP;na aushan don Pengujin Ve Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan Kota Makassar 5 Jenis Laporan 1.234.198.000 |5 Jenis Laporan 1570.223.000 |5 Dokumen 1600.000.000 {5 Dokumen 1.680.000.000 {5 Dokumen 1.700.000.000 {5 Dokumen 1.785.000.000
52|00 0002 ) 1 |08 )5 | 0201 202]04 finasi dan Pelak Akuntansi SKPD Jumlah koordinasi dan pelal akuntansi SKPD yang disusun Kota Makassar 1 Laporan 38573.000 |1 Laporan 24,855,000 |1 Dokumen 25,000,000 (L Dokumen 26250000 (1 Dokumen 27000000 (1 Dokumen 28.350.000
inasi dan P L: hi
5200|0002 1|08 5 |02|01]|202(05 $ogrdl:isplndan enyusuranLaparan euangan At Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun Kota Makassar 1 Laporan 3,900,000 |1 Laporan 12.280,000 |1 Laporan 12.894.000 |1 Laporan 13538.700 (L Laporan 14.215,6% |1 Laporan 14.926.417
ahun
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan T
5200|0002 1|08 5 |02|01]|202(06 P::f:ri:a: anFenyiapantahan Tanggapan Jumlah Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola Kota Makassar 2 Laporan 47,910,000 |2 Laporan 27.000.000 (2 Dokumen 28.350.000 (2 Dokumen 29.000.000 (2 Dokumen 30.000.000 (2 Dokumen 31,500,000
i
5200|0002 1]08|5|02|01]|202(07 :oTrd|na/T5|fian‘PenyuiunanLaporsa;PKDeuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun Kota Makassar 12 Rangkap 130972000 |12 Rangkap 130.130.000 (12 Laporan 130.000.000 |12 Laporan 130.000.000 |12 Laporan 140.000.000 |12 Laporan 147.000.000
ulanan/Triwulanan/Semest
Administrasi Milik Daerah pada Perangk
5300 |00( 02| 1 (0850201203 D:;nr:‘lstrasmarang [RData e Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun Kota Makassar - |2 Laporan 19.935.000 |2 Laporan 20.000.000 (2 Laporan 21.000.000 (2 Laporan 23.000.000 (2 Laporan 24.150.000
P P Kebutuhan Barang Milik
S4 (00 (00| 02| 1 | 08| 5 0201(203]01 DZZ::IUSHK?D erencanaan Renutuhan sarang M Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kota Makassar 2 Laporan 19.935.000 |2 Dokumen 20.000.000 (2 Dokumen 21000000 (2 Dokumen 23,000.000 (2 Dokumen 24.150.000
53 00|00 02| 1 08| 5 |02]01][205 Administrasi K ian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan pelatihan Kota Makassar 3Jenis 676.000.000 |96 Orang 751.500.000 |96 Orang 834.300.000 96 Orang 910.000.000 |96 Orang 1.050.500.000 |96 Orang 1.093.025.000
P Pakaian Dinas By Atril
541000002 1085 |02f01]|205(02 e‘ngadlaan akaian DinasBesert At lumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan Kota Makassar 109 Stel 91.000.000 (222 Stel 166.500.000 (222 Paket 184.300.000 (222 Paket 180.000.000 {222 Paket 189.000.000 {222 Paket 198.450.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas ) ) L :
SS{00 00| 02| 1 |08 |5 020120509 an Funcs lumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kota Makassar 47 Orang 585.000.000 |47 Orang 585.000.000 |47 Orang 600.000.000 |47 Orang 630.000.000 |47 Orang 661.500.000 |47 Orang 694.575.000
an Fungsi
560000 02| 1 |08] 5 | 0201|205 10 |Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Makassar 100 Orang 50.000.000 {100 Orang 50.000.000 {150 Orang 100.000.000 150 Orang 100.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
5700000002 1085 ]02)01]205]11 WEITga TEXTSMpIETIENiaStFeralran Feruncang Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undan; Kota Makassar 100 Orang 50.000.000 {100 Orang 50.000.000 {150 Orang 100.000.000 |150 Orang 100.000.000
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5200 (00( 02| 1 |08]5)02]01]|206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah P Sarana dan prasarana yang disediak Kota Makassar 70% 2.852.088.500 |80% 2.796.230.125 (80% 2.819.093.875 |80% 2.974.595.769 80% 3.433.631.607 |80% 3569.313.188
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
520000 02| 1 08| 5 |02]|01|206f01 Ban;unan Kanto:) i g Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Kota Makassar 1 Jenis 8.999.250 |1 Jenis 14.875.500 |1 Paket 15,619.275 (1 Paket 16.400.239 (1 Paket 17.220.251 |1 Paket 18.081.263
52|00(00| 02| 1 |[08]|5 |02|01]|206| 02 [Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor lumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Kota Makassar 1 Tahun 210.901.000 |1 Tahun 251,026,000 |1 Tahun 250.000.000 |1 Tahun 260.000.000 |1 Tahun 273.000.000 |1 Tahun 286.650.000
53 (0000|021 08| 5 |02|01]|206| 03 [Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 2 Paket 150.000.000 |2 Paket 150.000.000
5200|0002 1 |08 |5 |02]|01[206] 04 Penyediaanbahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Kota Makassar 1 Tahun 489.186.250 |1 Tahun 529.876.625 |1 Tahun 500.000.000 |1 Tahun 550.000.000 |1 Tahun 570.000.000 |1 Tahun 570.000.000
52|00 (00| 02| 1 08| 5 |02]01|206| 05 [PenyediaanBarangCetakan danPenggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Kota Makassar 1 Tahun 180.000.000 |1 Tahun 180.000.000 |1 Tahun 189.000.000 (1 Tahun 198.450.000 (1 Tahun 208.372.500 |1 Tahun 218.791.125
Penyediaan Bahan B: dan Peraturan Perundang-
520000 02| 1 |08|5|02]|01]206f 06 u:zvai;::n ahanBacaan dan Teraturan Feruncang Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan Kota Makassar 12 Jenis 41.160.000 |12 Jenis 40.320.000 {12 Jenis 42.336.000 {12 Jenis 44.000.000 {12 Jenis 46.200.000 {12 Jenis 48.510.000
5200 [00] 02| 1 |08]5 |02]|01|206]| 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang mend: fasilitas Kota Makassar 1000 Orang 60.000.000 {1000 Orang 60.000.000 {1000 Orang 63.000.000 |1000 Orang 66.150.000 {1000 Orang 70.000.000 {1000 Orang 73.500.000
52 00|00 02| 1 |08 |5 |02]|01|206| 09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD |Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan Kota Makassar 120 Kali 1.140.000.000 |120 Kali 1.140.000.000 (120 Kali 1.150.000.000 (120 Kali 1.200.000.000 (120 Kali 1.400.000.000 (120 Kali 1.470.000.000
52000002 1 [08]5 |02]01]206) 10 Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang diusahak Kota Makassar 3 Jenis 300.742.000 |3 Jenis 344,532,000 |3 Jenis 361.758.600 |3 Jenis 379.846.530 |3 Jenis 398.838.857 |3 Jenis 418.780.799
» ctem Pemeri -
52|00(00| 02| 1 [08]5 |02|01]|206| 11 Elut:nga,: e!ak:l:zan Sistem Pemerintahan Berbasis Jumlah aplikasi pendukung pelaksana SPBE Kota Makassar 4 Aplikasi 421.100.000 |1 Aplikasi 235.600.000 |1 Aplikasi 247.380.000 |1 Aplkasi 259.749.000 |1 Aplkasi 300.000.000 |1 Apikasi 315.000.000
ektronik pada
5 iikD. -
5300 00| 02| 1 |o8|5 |o2|o1|207 ::"mg::’:::h ;;::‘:hM"'k aerch Penunjang Urusan |, 1 persentase Realsasi Barang Mk Daerah SKPD yang dadakan Kota Makassar 100% 1096.205,530 [80% 1364.260530 [80% 1300,000.000 [80% 1430,000.000 [80% 172,000,000 [80% 2367.100.198
I
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas at;
54 0000|021 08|35 0201|207 01 ensa on Dier:]asJ;;a”tare;mr nean Binasatau Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Kota Makassar 2 Unit 541.000.198
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional ata
5400 (00|02 1 [08]5 |02]01]|207| 02 Lapagngan nas Operast : Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan Kota Makassar 10 Unit 340.000.000 10 Unit 340.000.000 500.000.000 500.000.000
54100)00[02| 1 |08 5 |02|01]|207] 05 [PengadaanMebel Jumlah paket mebel yang disediakan Kota Makassar 1 Paket 200.000.000 |1 Paket 200.000.000 |1 Paket 200.000.000 (1 Paket 200.000.000 |1 Paket 200.000.000 |1 Paket 200.000.000
5500|0002 | 1 |08 |5 |02]|01|207) 06 |Pengadaan PeralatandanMesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Kota Makassar 54 Unit 896.295.530 |54 Unit 724.280.530 |54 Unit 800.000.000 |54 Unit 840.000.000 |54 Unit 882.000.000 |54 Unit 926.100.000
5600|0002 | 1 |08 |5 |02]|01]|207) 07 |Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan Kota Makassar 1 Unit 50.000.000 1 Unit 100.000.000 |1 Unit 100.000.000
57000002 | 1 |08 |5 |02]01|207| 08 [Pengadaan Aset TakBerwujud Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan Kota Makassar 1 Unit 100.000.000 |1 Unit 100.000.000 |1 Unit 50.000.000 |1 Unit 50.000.000 |1 Unit 100.000.000
Pengadaan Sarana dan P Penduk
510000 |00 | 02 | 1|08 |5 | 02| 00 |207| 11 | reeansarnacan r.asarana endukung Gedung Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan [Kota Makassar 1 Unit 150.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya
560000 02| 1 (085 |02]01/208 PDenye:laan Saieunis s R Jumlah persentase jasa penunjang kantor yang disediakan Kota Makassar 100% 973.040.800 80% 1510.240.300 (80% 1.663.494.196 (80% 1.597.497.256 (80% 1.640.250.000 (80% 2122.250.000
aeral
570000 02| 1 |08 |5 ]02]|01|208) 01 |PenyediaanJasaSuratMenyurat Jumlah jasa surat menyurat yang diadakan Kota Makassar 5000 Surat 4.600.000 |5000 Surat 4.600.000 |5000 Surat 4.830.000 |5000 Surat 5.000.000 |5000 Surat 5.250.000 |5000 Surat 5500000
- s Dava i
58 (00| 00|02 | 1|08|5 |o02|o1|208 02 C?;‘de‘“"m Komunikas) Sumber Daya Alrdan |, 1 1o cs Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrikyang disediakan Kota Makessar 2 Jeris 849,000,000 |2 Jeris 838999500 |2 Jris 880.940.475 |2 Jeris 992.497.256 |2 Jeris 900,000,000 |2 Jeris 945,000,000
IStr1]
590000 02| 1 |08 |5 |02]01[208) 03] fiaaan Jasa Peralatan dan Perl Kantor _|Jumlah Laporan P fiaaan Jasa Peralatan dan P { Kantor yang disediakan Kota Makassar 1 Laporan 71.741.881 1 Laporan 400.000.000
5910000 02| 1 |08] 5 |02]01|208] 04 |Penyediaanlasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Kota Makassar 6 orang 119.440.800 (6 orang 666.640.800 |6 orang 699.972.840 |6 orang 700.000.000 [6 orang 735.000.000 [6 orang 771.750.000
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan
56 (0000|021 (08|65 0201|209 . Daeragh ang Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara Kota Makassar 100% 1.907.652.300 |80% 1.060.963.517 (80% 957.256.850 80% 989.492.475 80% 1.385.541.568 (80% 1.723.001.398
Penyedian s Pemelvrzan Biaya Pemel Jumiah jasa pemeliaraan, b lvaraan dan pajok kend dinasat
If n
56 00|00 02| 1 [08|5 | 0201|209 01 |danPajakKendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan ‘um‘a Jasa ;‘)emevl araan, \aya.perT\e naraan dan pajak kencaraan perorangan dinas atau Kota Makassar 1 Unit 51.836.800 |1 Unit 40.930.000 |1 Unit 42.976.500 |1 Unit 45125325 |1 Unit 47.381.591 |1 Unit 49.750.671
. dinas jabatan yang disediakan
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlahi i b " ok d inan kend i onal
5600 (00| 02| 1 |08|5 |02]|01|209| 02 |Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau umiah asa pemell araan, 'aya pemellnarazn, pajak, tan perizinan kendaraan cinas aperasiona Kota Makassar 70 Unit 1.392.258.500 |70 Unit 208.350.000 {70 Unit 218.767.500 (70 Unit 229.705.875 (70 Unit 241.191.169 (70 Unit 253.250.727
atau lapangan yang disediakan
Lapangan
5600|0002 | 1 |08 |5 | 0201209 05/Pemelit Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara Kota Makassar 2 Set 13.440.000 2 Set 13.440.000 2 Set 13.440.000
56 (00(00] 02| 1 (08| 5 |02]01|209| 06 [Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya lumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Kota Makassar 3 Jenis 177.110.000 |3 Jenis 376.110.000 (3 Jenis 394.915.500 (3 Jenis 414.661.275 |3 Jenis 400.000.000 (3 Jenis 420.000.000
570000 02| 1 |08 |5 |02]01[209| 07 [Pemelit Aset Tetap Lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara Kota Makassar 1 Unit 100.000.000 | Unit 200.000.000
58 00|00 02| 1 |08 |5 |02]01[209 08 [Pemelit Aset Tak Berwujud Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara Kota Makassar 2 Unit 153.066.517 1 Unit 100.000.000 | Unit 100.000.000
560000 02| 1 |08|5|02]01]{209 09 ;emehhara\-ah/Rehab\\\tasw Gedung ordan lumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kota Makassar 1 Unit 190.000.000 {1 Unit 199.500.000 |1 Unit 200.000.000 {1 Uit 200.000.000 (1 Unit 200.000.000 (1 Unit 200.000.000
angunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana . _
56 (0000|021 08| 5 |02|01][209|10 Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Kota Makassar 1 Unit 83.007.000 (1 Unit 83.007.000 |1 Unit 87.157.350 |1 Unit 100.000.000 |1 Unit 100.000.000 {1 Unit 100.000.000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
57100 000l 1los!s|alonl2el Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana danﬁragrana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ot Mekassar 1 Uit 183526.808 |1 i 200000000

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

dinelih
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5200|0002 08 02 | 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH [OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN Kota Makassar WTP 70.282.862.200 |WTP 122.481.710.000 |WTP 127.083.547.000 [WTP. 134.132.294.000 |WTP 144.088.092.000 |WTP. 157.346.773.000
KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD [ Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu [ Tepat Waktu Tepat Waktu |Tepat Waktu
520000 02 08 02 | 02 | 201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |lumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun Kota Makassar 2 Perda 11.868.032.000 |2 Perda 10.673.576.000 |2 Perda 11.207.254.800 (2 Perda 11.767.617.540 (2 Perda 12.355.998.417 (2 Perda 12.973.798.338
5200 |00 | 02 08 02 | 02 |201) 01 jinasi dan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Kota Makassar 2 Dokumen 929.060.000 |2 Dokumen 665.740.000 |2 Dokumen 699.027.000 2 Dokumen 733.978.350 |2 Dokumen 770.677.268 |2 Dokumen 809.211.131
52100 |00 | 02 08 02 | 02 |201| 02 i:?r:\ar:‘a; iir;:enyusunan Perubahan KUA dan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun Kota Makassar 2 Dokumen 930.560.000 |2 Dokumen 671.460.000 |2 Dokumen 705.033.000 2 Dokumen 740.284.650 |2 Dokumen 777.298.883 |2 Dokumen 816.163.827
u
5200 |00 | 02 08 02 | 02 |20t 03 jinasi, P dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi Kota Makassar 51 RKA SPKD 176.750.000 |51 RKA SPKD 130.300.000 |51 Dokumen 136.815.000 |51 Dokumen 143.655.750 |51 Dokumen 150.838.538 |51 Dokumen 158.380.464
51 RKA
Koordinasi, Pe dan Verifikasi Perubahan RKA- 51 RKA
520000 | 02 08 0 | 02 |201] o4 SE% nasl, Penyusunan can Verikasi Perubaan REA- |y - ah perubahan RKA SKPD yang diverifiksi Kota Makassar oo SO0 176.750.000 |Perubahan 130.300,000 |51 Dokumen 136,815,000 |51 Dokumen 143,655,750 [51 Dokumen 150838538 [51 Dokumen 158,380,464
SKPD
52100 |00 | 02 08 02 | 02 |2.01] 05 finasi, P dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi Kota Makassar 51 DPA SKPD 176.750.000 |51 DPA SKPD 130.300.000 |51 Dokumen 136.815.000 |51 Dokumen 143.655.750 |51 Dokumen 150.838.538 |51 Dokumen 158.380.464
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- ” 51DPA 510PA
52|00 |00 | 02 08 02 | 02 [2.01| 06 SkeD Jumlah Perubahan DPA_SKPD yang diverifikasi Kota Makassar Perubahan SKPD 176.750.000 |Perubahan 130.300.000 |51 Dokumen 136.815.000 |51 Dokumen 143,655.750 |51 Dokumen 150.838.538 (51 Dokumen 158.380.464
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
1Perdadan1 1Perda dan 1 1Perdadan 1 1Perdadan1 1Perdadan1 1Perdadan 1
52(00 |00 | 02 08 02 | 02 |201| 07 |APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran |1umlah Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |Koa Makassar ercacan Lagsa0000 | T o 1157993000 [ 1o o 12589250 |0 oo 276687283 | Lamsanear [ oo 1407.547.729
P60 Perwali Perwali Perwali Perwali Perwali Perwali
Koordinasi dan P
oordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Jumlah peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 1Perdadan1 1Perda dan 1 1Perda dan 1 1Perda dan 1 1Perdadan1 1Perda dan 1
520000 02 08 02 | 02 [2.01| 08 [Perubahan APBD dan Peraturan KepalaDaerah tentang Kota Makassar ) 1.860.881.000 ) 1.276.038.000 ) 1.339.839.900 1.406.831.895 ) 1.477.173.490 1.551.032.164
X Perubahan APBD Perwali Perwali Perwali Perwali Perwali Perwali
Penjabaran Perubahan APBD
52100 |00 | 02 08 02 | 02 |201| 09 :i;)ar:\gn:;;::na:enyusunan Regulasiserta Kebijakan Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD yang disusun Kota Makassar 5 Perwali 2.462.958.000 |5 Perwali 2.066.321.000 |5 Perwali 2.169.637.050 |5 Perwali 2.278.118.903 |5 Perwali 2.392.024.848 |5 Perwali 2.511.626.090
I I
52 (00|00 | 02 08 02 | 02 |2.01| 11 |Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang disusun oleh TAPD Kota Makassar 51 SKPD 1.567.457.000 |12 Laporan 2.231.557.000 |12 Laporan 2.343.134.850 |12 Laporan 2.460.291.593 |12 Laporan 2.583.306.172 |12 Laporan 2.712.471.481
lah P Daerah | L R Pembi Daerah 1P 1
520000 | 02 08 02 | 02 |201| 12 [Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Peraturan Dacrah tentang penyertaan modal dan Laporan Rencana Pembiayaan Daerah yang |, o 15KPD 5050000 | 92 92N ] aangs000 [ PRI | g gy 7sg | LPErORANT oo gngge [ PEORIONT s
disusun Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Pemb P Daerah Pemerintah
53100 |00 | 02 08 02| 02|202| 13 K:Lnu';::::/K::aganggaran aeran emerinta Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Kota Makassar 1100 Orang 915.346.000 {1100 Orang 1.140.567.000 |1100 Orang 1.197.595.350 {1100 Orang 1.257.475.118 |1100 Orang 1.320.348.873 |1100 Orang 1.386.366.317
52000002 08 02 | 02 |202 idan P P Daerah _|Jumlah Persentase SP2D yang di Kota Makassar 100% 2.595.666.000 100% 2.783.959.400 [100% 3.063.802.570 |100% 3.218.992.699 |100% 3.479.192.333 |100% 3.699.651.950
Jumlah L d Kas Daerah sert d 1t
52 (00|00 | 02 08 02 | 02 |202 01 [Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Umizh aporan Penerimazn dan as Daerah serta o ¥35 lota Makassar 12Laporan 965.864.000 |12 Laporan 918,725,400 12 Laporan 964661670 12 Laporan 1,012.894.754 |12 Laporan 1,063.5%9.491 [12 Laporan 1116716466
SP2D dengan instansi terkait
- Pel n -
52100 |00 | 02 08 02 | 02 |202| 03 Z:‘g:rzznka:;ak:asr;an Pengendalian dan Penerbitan Jumlah Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD yang dilaksanakan Kota Makassar 51 SKPD 104.485.000 |51 SKPD 197.552.000 |51 SKPD 207.429.600 (51 SKPD 217.801.080 (51 SKPD 228.691.134 |51 SKPD 240.125.691
52100 |00 | 02 08 02 | 02 |2.02| 04 |Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Kota Makassar 10 Laporan 237.026.000 |10 Dokumen 24.363.000 (10 Dokumen 25.581.150 |10 Dokumen 26.860.208 |10 Dokumen 28.203.218 |10 Dokumen 29.613.379
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
52100 |00 | 02 08 02 | 02 |2.02| 05 dan Evaluasi Dana Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Kota Makassar 4 Laporan 45.368.000 |4 Laporan 42.115.000 |4 Laporan 44.220.750 |4 Laporan 46.431.788 |4 Laporan 48.753.377 |4 Laporan 51.191.046
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
dinasi, F Kerjasama dan F " - "
Jumlah Dokt hasil Koordinasi, Pelak: K dan Pemantauan Transaksi Non Tt
53100 |00 | 02 08 02 | 02 [2.02| 06 (Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank umian Dokumen hasf Foordinasl, Pelaksanaan ferjasama dan Pemantauan fransakst Non funal Kota Makassar 2 Dokumen 60.000.000 |2 Dokumen 65.000.000 |2 Dokumen 70.000.000 |2 Dokumen 80.000.000
dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi _ ) .
. Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan . N .
52100 |00 | 02 08 02 | 02 |202(07 | an P ; P danf Fihak Ketiga (PFK) yang Kota Makassar 51 SKPD 164.341.000 |51 SKPD 121.443.000 |51 Laporan 127.515.150 (51 Laporan 133.890.908 (51 Laporan 140.585.453 (51 Laporan 147.614.726
Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dikoordinir
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang
Timbul Akibat Pengelolaan Kas,Pelak: Analisis ~ [Jumlah Pelaks Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,Pel
52100 |00 | 02 08 02 | 02 (202 08 m LI toat Pengelolaan fas,Felaisanaan Ana ‘SI,S “m?, e s?naan \utang dan tang Daerah yang fim u' I,a Eng_eoaa" asv elaksanaan Kota Makassar 2 Laporan 165.292.000 |2 Laporan 91.753.000 |2 Dokumen 96.340.650 |2 Dokumen 101.157.683 2 Dokumen 106.215.567 |2 Dokumen 111.526.345
Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai  |Analisis yaan dan Uang Daerah SebagaiO| Kasyang
Optimalisasi Kas
iasi Data i dan Kas
52100 |00 | 02 08 02 | 02 |2.02| 09 |serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan [Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah Kota Makassar 6 Laporan 84.460.000 (12 Laporan 124.035.000 {12 Dokumen 130.236.750 {12 Dokumen 136.748.588 12 Dokumen 143.586.017 (12 Dokumen 150.765.318
Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan
Berkai Peneril Pengel
520000 | 02 08 0 | 02 |200| 10 |Y2n8Berkeitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran |, 1 per i Teknis Administrasi Keuangan Kota Makasser 1Perwali 393.496.000 |1 Perwali 388.397.000 [1 Perwali 407,816,850 [1 Perwali 428.207.693 |1 Perwali 449,618,077 [1 Perwali 472098.981
Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
Pemb Penatausahaan Ke Pemerintah
53100 (00| 02 08 0202|202 11 embinaan Penatausanaan feuangan Femerinta Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop Penatausahaan Keuangan Kota Makassar 614 Orang 435.334.000 614 Orang 875.576.000 |614 Orang 1.000.000.000 |6500rang 1.050.000.000 |614 Orang 1.200.000.000 |614 Orang 1.300.000.000

Kabupaten/Kota

63

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar |




RENSTRA
2021-2026

A q a o 1LKPD 1LKPD 1LKPD 1LKPD 1LKPD
dan Akuntansi dan Pelaporan |Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban
52 |00 | 0-0 | 02 1 08 5 02 | 02 |2.03 " L N Kota Makassar 12 Laporan 3.275.508.200 |1 Perda 2.437.995.200 (1 Perda 2.709.894.960 |1 Perda 2.887.889.708 |1 Perda 3.022.284.193 |1 Perda 3.163.398.403
Keuangan Daerah Pelaksanaan APBD yang dikoordinasikan dan disusun . - . o .
1 Perwali 1 Perwali 1 Perwali 1 Perwali 1 Perwali
Ak i
520000 | 02| 1 |08 5 |02]|02]|20301 o untanst %N umiah koordinasi dan daerah yang Kota Makassar 12 Laporan 347.689.000 12 Bulan 233.290.000 [12 Laporan 244.954.500 [12 Laporan 257.202.225 |12 Laporan 270.062.33 |12 Laporan 283.565.453
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, 51 Laporan
52 00|00 | 02 1 08 5 02 | 02 203 02 Belanja, LO dan (Jumlah laporan keuangan SKPD yang direkonsiliasi dan verifikasi Kota Makassar 51 SKPD 158.583.200 |Keuangan 156.973.200 |51 Laporan 164.821.860 |51 Laporan 173.062.953 |51 Laporan 181.716.101 |51 Laporan 190.801.906
Beban SKPD
i Laporan Per
Jumlah SKPD yan, untuk laporan per
52 |00 |00 | 02 1 08 5 02 | 02 |2.03| 03 |Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanandan APBD yang " P s Kota Makassar 15 Laporan 245.441,000 |51 SKPD 86.483.000 |51 Laporan 90.807.150 |51 Laporan 95.347.508 |51 Laporan 100.114.883 |51 Laporan 105.120.627
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
52|00 00| 02 1 08 5 02 | 02 |2.03| 04 P . & P lumlah laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar 1Laporan 147.516.000 |1 Laporan 97.213.000 |1 Laporan 102.073.650 |1 Laporan 107.177.333 (1 Laporan 112.536.199 |1 Laporan 118.163.009
Keuangan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 1 perdadan1 1 perda dan1 1 perda dan1 1perdadan 1 perdadan1 1perdadan
n
52[00|00| 02| 1 | 08| 5 | 0202|203 05 |APBD Provinsidan Rancangan Peraturan Kepala Daerah [Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Kota Makassar erdada 609.031.000 [ o o2l 605.551,000 [ - oo e 635.828.550 | o oo o 667.610.078 | c o0 701000976 | o oo 736.051.025
- Perwali Perwali Perwali Perwali Perwali Perwali
tentang
APBD Kabupaten/Kota
i, dan Tuntutan
52|00 |00 | 02 1 08 5 02 | 02 |2.03| 07 N L lumlah pelaksanaan koordinasi dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah Kota Makassar 12 Bulan 492.903.000 |12 Bulan 335.420.000 |12 Dokumen 352,191,000 |12 Dokumen 369.800.550 |12 Dokumen 388.290.578 {12 Dokumen 407.705.106
Perbendaharaan dan Tuntutan KerugianDaerah
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
52 |00 |00 | 02 108 | 5 |02 02]203| 09 |0 i Akuntansi Jumlah Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar yang disusun Kota Makassar 1 Perwali 266.096.000 |1 Perwali 215.603.000 |1 Perwali 226.383.150 |1 Perwali 237.702.308 |1 Perwali 249.587.423 |1 Perwali 262.066.794
Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan
52|00 00| 02| 1 |08 |5 |o02|02|203| 0] crresunant sedur Auntanst Jumlah Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Kota Makassar 1 Perwali 163.524.000 |1 Perwali 89,842,000 |1 Perwali 94.334.100 |1 Perwali 99.050.805 |1 Perwali 104.008.345 |1 Perwali 109208513
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pel d Jumlah rt ikuti Pembii dan Sosialisasi Tentang P L K
52 00f00 02| 1 |o08| 5 |o2|o02]|203] 11 ! untansi, Pelaporan dan umiah peserta yang mengikuti Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan 1, o\, vyayassar 1056 Orang 754.725.000 [772 Orang 617.620.000 |772 Orang 648,501,000 |772 Orang 680.926.050 |72 Orang 714.972.353 |772 Orang 750.720970
Pertangg Pemerintah K Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
53|00 00| 02 1 08 5 02 | 02 |203| 12 ! » 8 uang lumlah BLUD Kota yang dibina Kota Makassar 21 Lembaga 150.000.000 (23 Lembaga 200.000.000 |25 Lembaga 200.000.000 |25 Lembaga 200.000.000
jang Urusan Ke
52 | 0-0 | 0-0 | 02 1 08 5 02 | 02 |2.04 Daeraf‘| ° Jumlah kegiatan penunjang urusan yang dilaksanakan Kota Makassar 12 Kegiatan 50.106.794.000 |2 Kegiatan 103.387.317.400 |2 Kegiatan 106.743.789.570 |2 Kegiatan 112.731.048.698 |2 Kegiatan 121.527.534.433 |2 Kegiatan 133.621.687.555
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran i i i
52 00[00 02| 1 |08 |5 |o02|02]|204] 0a 2" ' oAy Jumlah jenis pinjaman Kota Makassar 5 Jenis Pinjaman 106.794.000 [ =™ 82624000 6 86.755.200 |2 oS 91002960 | oM 95.647.608 |22 100.429.988
Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pinjaman Pinjaman
520000 02 1 08 5 02 | 02 |2.04]| 09 Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Makassar 1 Tahun 50.000.000.000 50% 103.304.693.400 |12 Laporan 106.657.034.370 |12 Laporan 112.639.955.738,0 |12 Laporan 121.431.886.825 |12 Laporan 133.521.257.567
Pengelolaan data d i Sie i i Si i i
52 |00|00|02| 1|08 5 |02]02]|205 Gl A T 53 A e 2 B T S0 (2 e e s Kota Makassar 1 Jenis 2.436.:862.000 |12 Laporan 3.198.862.000 |12 Laporan 3:358.805.100 |12 Laporan 3526.745.355 |12 Laporan 3703.082.623 |12 Laporan 3:888.236.754
Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah dilaksanakan
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan —
52 |00 |00 | 02 1108 | 5 |02 02]205| 01 Daerah Jumlah data yang dianalisis Kota Makassar 12 Bulan 480.000.000 (12 Bulan 480.000.000 (12 Dokumen 504.000.000 |12 Dokumen 529.200.000 {12 Dokumen 555.660.000 |12 Dokumen 583.443.000
Implementasi dan Pemelih Sistem Inf . . . . " - - " " T .
52|00 |00 | 02 1 08 5 02 | 02 |2.05| 02 mp eme" asi dan e':ne iharaan Sistem Informasi Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah yang dipelihara Kota Makassar 1 Aplikasi 1.468.962.000 (4 Aplikasi 2.158.962.000 |4 Aplikasi 2.266.910.100 |4 Aplikasi 2.380.255.605 |4 Aplikasi 2.499.268.385 |4 Aplikasi 2.624.231.805
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidan|
52 |00 |00 | 02 1|08 5 02| 02205| 03 Keuanlgan Dalerah ! cang Jumlah peserta yang dibina untuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Makassar 300 Orang 487.900.000 (300 Orang 559.900.000 {300 Orang 587.895.000 {300 Orang 617.289.750 [300 Orang 648.154.238 {300 Orang 680.561.949
52 | 00|00 | 02 1 08 5 02 | 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BARANG MILIK DAERAH YANG DIYAKINI KEWAJARANYA OLEH BPK [Kota Makassar 100% 4.792.276.800 |95% 4.835.058.000 [95% 5.016.719.000 {95% 5.294.975.000 |95% 5.687.986.000 |95% 6.211.382.000
520000 02 1 08 5 02 | 03 |2.01 Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen i barang milik daerah Kota Makassar 5% 4.792.276.800 |83 Dokumen 4.835.058.000 |83 Dokumen 5.016.719.000 |83 Dokumen 5.294.975.000 |83 Dokumen 5.687.986.000 |83 Dokumen 6.211.382.000
520000 02 1 08 5 02 | 03 |2.01| 01 |Penyusunan Standar Harga Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang Kota Makassar |3 Dokumen 148.362.000 |3 Dokumen 167.692.000 (3 Dokumen 248.505.600 |3 Dokumen 248.505.600 |3 Dokumen 262.500.000 |3 Dokumen 301.375.166
s2(00[00| 02| 1 |08|5 |02]|03]|201|03 ;:':r’;';"”a” Perencanaan Kebutuhan Barang Milk |, 111 pencana Kebutuhan Barang Milk Daerah yang dikoordini dan disusun Kota Makassar 4 Dokumen 102.075.000 |4 Dokumen 63606000 |4 Dokumen 118,677,850 |4 Dokumen 100.000.000 [4 Dokumen 131,062,830 |4 Dokumen 144.169.113
52(00|00| 02| 1|08 5 |02]|03|201|04 g:':r’;';""a” Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Jumlah Penetapan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Makassar 2 Dokumen 116.064.900 |2 Dokumen 102.725.400 |2 Dokumen 127.961.552 |2 Dokumen 140.757.707
520000 02 1 08 5 02 | 03 [2.01] 05 Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Kota Makassar |4 Laporan 296.249.800 |4 Laporan 296.249.800 (4 Laporan 300.000.000 |4 Laporan 300.000.000 |4 Laporan 342.946.175 |4 Laporan 377.240.972
530000 02 ] 1 [08[ 5 |02]03]201] 06 [inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Unit Kerja yang dilakukan sensus barang Kota Makassar 1 Laporan 500.000.000 -
5-4 00|00 02 1 08 5 02 | 03 |2.01] 07 Barang Milik Daerah 1laporan 534.456.200 |1 Laporan 300.000.000 |1 Laporan 300.000.000 |1 Laporan 302.950.182 |1 Laporan 393.895.682
520000 02 1 08 5 02 | 03 |2.01| 08 |Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Kota Makassar 2 Laporan 381.729.000 |2 Laporan 206.039.000 (2 Laporan 210.000.000 |2 Laporan 200.000.000 |2 Laporan 247.881.084 |2 Laporan 272.669.192
dan i Baran;
52 |00 |00 | 02 1 08 5 02 | 03 |2.01| 09 Milik Daerah d Jumlah Laporan Koordinasi Bulanan Kota Makassar 12 Laporan 402.754.000 |12 Laporan 305.283.000 (12 Laporan 350.000.000 (12 Laporan 300.000.000 (12 Laporan 414.757.358 (12 Laporan 451.007.736
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Jumlah Barang Milik
52|00 |00 | 02 1 08 5 02 | 03 201 10 dan . N N J Kota Makassar 5 Laporan 856.346.000 |4 Laporan 573.744.000 (4 Dokumen 600.000.000 (4 Dokumen 573.744.000 |4 Dokumen 682.500.000 (4 Dokumen 823.886.806
- Daerah yang dikoordinir, diawasi dan dikendalikan
Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Baran, . o
52|00 00| 02 1 08 5 02 | 03 |201| 11 Milik Daeralh ¢ ¥ P J lumlah Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kota Makassar 1 Laporan 63.909.000 |51 SKPD 63.259.000 |1 Laporan 70.000.000 (1 Laporan 70.000.000 (1 Laporan 85.000.000 |1 Laporan 92.085.538
Jumlah Aplikasi Barangyang | sesuai k 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi
i il Jumlah Pejabat diberikan sosialisasi 165 Orar 65 Oran, 65 Oran 65 Oran 65 Oral 65 Oran
Pembinaan P ji g g g g ng g
53|00 |00 | 02 1 08 5 02 | 03 201 13 em |T\aan engelolaan Barang Milik Daerah Kota Makassar 2.540.852.000 2.624.729.000 2.703.270.650 2.600.000.000 3.090.426.819 3.214.294.088
Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah pengurus barang SKPD yang diberikan pelatihan SIMBAKDA 720 Orang 720 Orang 720 Orang 720 Orang 720 Orang 720 Orang
Jumlah pengurus barang SKPD yang diberikan Workshop pengelolaan BMD 850 Orang 850 Orang 850 Orang 850 Orang 1850 Orang 850 Orang
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BARE KINERJA PENYELENGGARAAN
VIl  BIDANG URUSAN

Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021 - 2026,
BPKAD Kota Makassar berkewajiban menyukseskan dan mendukung
keseluruhan pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Namun
secara khusus BPKAD Kota Makassar berfokus terhadap pencapaian Misi
ke-1 (kesatu) yakni Revolusi Sumber Daya Manuasia (SDM) dan percepatan
reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan
publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi, pada Tujuan 2 (dua) dari
Misi Kesatu adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
efektif. Dengan program prioritas Program Pengelolaan Keuangan Daerah,
dengan indikator kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meraih

Opini WTP.

Indikator kinerja Penyelenggaraan bidang urusan secara langsung
menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun Periode RPJMD yang
berkontribusi langsung terhadap penyelenggaraan bidang urusan

sebagaimana tercantum dalam tabel 7.1 berikut:
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Yang Mengacu Pada tujuan dan Sasaran RPJMD

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Penunjang Urusan

|

KONDISI KINERJA

TARGET KONDISI

PADA AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KINERJA PADA
NO INDIKATOR
PERIODE RPJMD AKHIR TAHUN
TAHUN 2020 TAHUN 2021 | TAHUN 2022 [ TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 |[TAHUN 2026 RPJMD
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu|Tepat Waktu [Tepat Waktu|Tepat Waktu|Tepat Waktu |Tepat Waktu| Tepat Waktu
iniB L
,  |OpiniBPKterhadap Laporan Keuangan WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Pemerintah Daerah
3 Persentase SILPA terhadap APBD 19,97 2,3 3,05 3,81 3,99 4,04 4,04 4,04
4 Persentase Belanja Pendidikan (20%) 28,99 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
5 Persentase Belanja Kesehatan (10%) 12,64 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
6 Perbandingan antara belanja langsung Belanja Daerah tidak lagi dikategorikan Belanja Langsung dan Tidak Langsung sesuai PP 12/2019 dan Permendagri
dengan belanja tidak langsung No0.90/2019
7 Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan desa 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rasio PAD 32,44 36,76 37,52 38,28 39,04 39,79 39,79 39,79
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PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Makassar Tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka memenuhi amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, mengacu kepada RPJMD Kota Makassar Tahun
2021-2026 merupakan perencanaan periode S5 (lima) tahun yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Makassar yang disusun dengan memperhitungkan seluruh
potensi dan kebutuhan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2021- 2026 diharapkan mampu menentukan arah dan kebijakan dalam
mengemban sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan. Untuk
selanjutnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2021 - 2026 sebagai acuan dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana
Kerja Tahunan pada tiap-tiap Bidang/unit kerja di lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2021-2026 tidak menutup kemungkinan dikemudian hari mengalami
penyempurnaan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada dalam
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.

Dengan demikian, semoga Rencana Strategis yang ditetapkan dalam
buku pedoman ini dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

Makassar, September 2021

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
ANGAN PAN ASET DAERAH

AKHLAN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.|
NIP ! 19740925.199311.1.005
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